ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

RR. INDRAJEKTI PUSPITA WARDHANI

EKSISTENS!I SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN

fer /4/5' /Jf
@ﬂf

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1989

Skripsi RR. INDRAJEKTI PUSPITA WAROHANI

EKSISTENSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

EKSISTENSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

OLEH
RRe. INDRAJEKTI PUSPITA WARDHANI
038412005

DOSEN PEMBIMBING

(letrs,’

it

MOCH, ISNAENI, S.H.,M.S.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAY A
19869

Skripsi RR. INDRAJEKTI PUSPITA WAROHAN!I

EKSISTENSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DIUJI PADA TANGGAL 14 JUNI 1989

PANITIA PENGHIJI

e

KETUA ¢ DIASADIN SARAGIE, S.H., LL.M. 1,

I pree i
NANIFK E, VREDININGSIH, S.H. 2. ./;./:.4.“.”?./ /-

ANGGOTA  : 1, MOCK, ISNAENI, S.H.,M.8. 1.6@&"“'

2.+ ASIS SAFIOLDIN, S.H.

SEKRETARIS

.

29 [N AN NN NN N

Skripsi RR. INDRAJEKTI PUSPITA WAROHANI

EKSISTENSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN

1, Permagalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Dalam era pembangunen dewasa ini, keinginan untuk
memiliki sebidang tanah dan rumah yang damt dikatakan la-
yak untuk ditempﬁti bukan merumkan suatu hal yang baru,
Masing-nasing individu berusaha memperbaiki keadaan terse-
but agar menjadi lebih baik, Hal ini menunjukkan betam
penting arti tanah brgi kehidupan insan manusia, Oleh ka-
rena itu, pemerintah merasa psrlu dan wajib mengatur mesa-
loh pemiliken tansh den memimyin penggunaannya sehingga
gsemua tanah di seluruh wilryah kedaulatan bangsa Indonesia
digunakan untuk sebesar -besar kemakmuran rakyat. Pengatur-
an tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu
Undang-indnng Nomor 5 Tehun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok -Pokok Agraria, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor
2043 (selanjutnya disingkat UUPA),

Undang-undang seperti ini memang sangat di per lukan
untuk menghindari terjadinya pemerasan oleh pihak yang le-
bih kuat terhadap mhrk yang lemah, Hal ini bisa saja ter-
jadi kerena setiap orang ingin memliki tanah yang seluas-
luasnya untuk keperluan hidup diri dan keiuarganya. Sedang
hal tersebut damt menghambat loju pembangunan dalam hal
menca pel ltemakmuran masyarskat yang a.dil dan merata, Oleh
karena itu, denpan adanya TUPA te-rsebut diharaptan bahwa

tujuan akan terjaminnya ke pastian hukum di bidang perta-
1
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nahan damt tercami,

Salah satu sektor terpenting yang perlu ditingkat -
kan adalah sektor perekonomian, Karena suatu sistem pere-
konomian yeng balk akan menunjang keberhasilan pembangun-~
an tersebut, Peningkatan pembangunan di bidang ekonomi
dapt diharagpen akan meningkatkan tersedianya sumber
pembengunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan
bidang lain seperti bidang sosial-budaya, pertahanan kea-
manan, dan bidang politik,

Sehubunpgan dengan masalah perekonomian di atas,
maka berdiriny» suatu lembrga keuangan seperti benk sa-
nget penting sebipnl sarans penunjeng delam memenuhi ke -
butuhan elconomi mogysrakat kita, Bank damt menyediakan
dan memberilkan modal ke mda masyaraltat yang membutuhkan,
Salah satu kegiatan utama yang dilokuken oleh bank dalam
memperoleh sebagion bessr pemeduken adalah bldang perkre-
ditan,

Di dalam "ndang-Indang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-~-Pokok Perbanken, LN Tahun 1967 Nomor 3.4, TLN Nomor
2842 (selanjutnya disingkat UU Perbankan 1967), yang ber-
laku tanggal 1 Januari 1968 berdasarkan Kepitusan Menteri
Keuangan Nomor Kep./O1MK/IV/1/1968 tanggal 10 Januari
1968, pasal 24 ditentukan bahwa bank dilarang memberikan
kredit tanpe sdanya jaminan ke mda siapan pun. Bararti, si-
ame sajo yang membutuhkan modal melalui jaea bank, maka

ia harus siap memberiksn jeminen ke pada benk. Lembage ja-
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3
minan inl sangat diperlukon demi keamanan pemberirn kredit
itu sendiri,

Jaminen ysng diperlukon oleh bank sifatnya adalah
khusus, yakni dengsn menunjuk pada benda-benda tertentu
milik debitor untuk dijedikan jaminen atas piutang yang
telah diberiken, Ini berarti bhhwa pihalt bank sebagal kre-
ditor tel:h menyimpangl aturan ysng terdapat dalam pasal
1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B¥W) yang
bersifat umunm,

Ketentuan dalam prsal 1131 dan 1132 BY tersebut me-
nyataltan bahwa senua harta kekayaan debitor balk yang su-~
dah ada maupun yang ekan ada, menjadi jaminan bagi seluruh
perutangan debitor, dan berlsku untuk semua kreditor, Ka-
rena bersifat umum, maka hal itu kurang menberikan rasa
aman dan ke pweean bepl sctlop kredit yang diberikan,

Do 1om keglntan jerbankan, tznah mempnyai fung;si
yang sangat tenting sebapai benda jaminan terhadap pelu=-
nasan kredit ., Terjaminnya ke mstian di bidang pertanahan
merupnkan dukungan keberhasilan bagi perbankan. Untuk da=-
pat dijadikan jaminen pelunasan kredit, yanah yang ber-
sengkutan haruslah tonch hek yang dapat dipindahtangankan,
yaitu dengen dimilikinya sertifiket hak atas tanah, Buken-
kah tanah tersebut horus daprt dijual lelang, ambila ter-
Jadi wanmestasi ?

Tanah sebapgai benda tidek bergerak meruprkan salsh

satuobyek hipotek seperti ynng termaktub dalam pesal 116/
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A

B!, Sesuai dengan ketentuen pasal 51 UUPA, maka ketentuan
mengenai hipotck yong tersebut dolam BW dan credietverband
tersebut dalam Staatsblad Tahun 1908 Nomor 542 sebagai
yang telah diubah dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 190
dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Ketentuan Peralihan
psal 57 UUPA .1
Hi potek dikatakan sebagai bentuk jaminan karena
terdamt perbuatan hukum L:in yang menyebabkan timbulnya
perjanjian hipotek, yaitu adanya perjanjian pokok yang
berupa perjanjian pinjam-meminjam uang dalam bentuk pem-
berian kredit antara plhak bank sebagei kreditor dengan
rihzak peminjem sebsgei debitor, Benda jaminan tetap bera-
do. prda pihak debitor, tidak dipindahkan kepeda plhak
kreditor, Yang berjpindah adalah hak untuk menguasainya.
Dengen demikion ambila debitor.tidak mene ppti kewajiban-
nya, maka benk selrlu daprt memintanya meski pun benda itu
sudah berada di tangan orang lzin karena bank mempunyai
kedudulten istimewa sesual dengon sifat-sifat hipotek,
Pelaksanaan pamberian atau pemasangen hipotek ha~
rus diletakkan dol'm surtu akta otentik (noteris). Hal
ini dimaksudkan agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap
pihak ketiga . Pasal 1 171 BY menentukan bahwa "kuasa un-

tuk memasang hipotek harus dibuot dengan akta notaris",

]‘Mariam Darus Badrulzamen, Bab-Bab Tentang H -
theek, cet, IT, Alumni, Bondung, 1980 (se InnJjutnya ifsing-
kat Mariam Darus Badrulzaman I), h. 1,
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5

Jadi sebelum hivotelk dimasng, etrlebih dahulu dileskulean
pengikat dengon mengpgunakan surrt kuasa memssang hipotek,
Namun dalam praktek rerbankan, mesing-masing bank yang
mengrunalten caro ini, membuat model kuase tersendiri. Per-~
Janjlan lursa tersebut bissanys mempunyai jangka waktu se~
bagaimane ditentukan pihalk bank, Jika Jangka waktu itu
berakhir sehincra ﬁengakibntk&n terjadinys dsluwarsa atau
lewat walktu d-1am hs1 penuntutan, hal ini tidak diatur da-
lsm undang-undang, Undang-undang hanya menentukan bahwa
pemberian kuasa depet berakhir korena : (1) ditariknya
kembali kuasanye ei kussa ; (2) psmberitahuan penghentian
kuasanya oleh si lzuasa; (3) dengen meninggalnya, pengampu-
annya, ateu peilitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa
(4) dengeon perkavinannya si perempuan yang memberikan atau
menerima kuasa (posal 1813 BY) .

Rank sebrgpl vemegang kuass mempunyai hak yeng ti-
dek dapet dicabut 1rgi kuzsanya untuk memasukkan atau me-
mesang hipotek. Hal inl menimbulkan kesan bshwe bonk mem-
punyal kussa ysng mutlsk, Pencabutan kuasa ini pun tidak
ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang,‘se-
hingge di dalem pralttck seringkali menimbulkan permasalah-
an,

Bank yang memiliki surat kuasa memzsang hipotek den
telah melakuk-n pemasangan secars nyste, memmnyai penga-
ruh besar dalerm kedudukannya sebapai kreditor meferen ji-
ka dibandingkan dengrn kedudukan bank-bank lainnya . Dengan
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6

demikian bank mempunyai kewenengan penuh terhodap benda
Jominen tersebut, yzitu dalam hal menjual benda-;benda itu
di muka umum tanpe perlu izin dari Pengedilan untuk meng-
ambil pelunsgsan darimda utang-utang debitor, Sisanya akan
diberiksn kemwda kreditor lain yang mempunyai tagihan pl-
utang keppda debitor itu, .

Dalam praktek pun sering terjadi bahwa mihak bank
telah menaruh kepercayaan yang mendalam terhadap‘ debitor
kerena ke lakuannyz sebagai debitor tak tercela, atau ter-
hadap kredit-kredit dalam jumlah kecil dan dalam waktu
rendek, Dengan demikisn, bank sudah merasa terjamin hanya
dengan mengadakan perjanjisn kunsa memesang hipotek, yoitu
dengan pengikst surat kursa memasang hipotek, Sedangkan
pemasangan secara nyata baru akan dilaksanakan apabila
benar-benar diperluken, Di luer dugaan, pihak debitor me-
ngalami suatu kepeilitan sebelum pilhak bznk melaksanakan
kuasanya sehingga debitor tidak dapmt memenuhi kewajiban-
nya €alrm hol melunesi utang atau kreditnya tersebut, Hal
inilsh yang justru sering menimbulkan maealah bagl bank
karena surat kussa memessng hipotek buken merupaksn jamin-
an kredit yong pada dasarnya tidak mempunyal kekuatan apa-
mn dan hanya sekedar memberi wewenang ke prda bank-bank
untuk memasang hipotek,

Bercdasarkan uraian di atas, beberap permosalahan
yang perlu dibnhes dolom skripsi ini adalah :

a . bagaimans @woses terjadinys surat kuasa memasang
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hi potek %

b, appkah berlakunya surat kuasa tersebut menpgenal
gifrt daluwarsa atau lewat walttu, mengingat hal
itu tidak diatur dalam undang-undang ? ;

¢ . bagaimana seandainys kuasa itu belum dilaksanakan,

debitor jatuh milit %,

2., Penjelasan Judul

Skripsi yang saya susun ini berjudul "Eksistensi
Surat Kurea liemasang Hipotek di Lingkungan Perbankan',
"Eksistensi" saya artikan sebagal keberadaan, yeitu sam-
pai seberapa jauh keberadsannya ( peranannya) bagi masing-
masing pihak, debitor maupan kreditor,

"Surat Kuasa! merupekan surest yang berisi tentang
pemberian kuasa kemda pihak lein (dalam hal ini : bank)
untuk mengurus sesustu, yaitu mengurus pemasangan hipotek
secara nyata yang dituanpgkan dalam bentuk akta otentik
(akta notarie).2 Pemasangaen tersebut dapmt dilakukan se-
waktu-vaktu tanmpm memerlukan izin lagi dari si pemberi
kursa . '"Memasang'" saya artiken sebagai meletakkan ataﬁ
menemmtkan, yaitu menempatkan hipotek sebegai Jaminan
bagli pelunasan kredit yang diberikan, Sedangkan pengerti-
an "Hipotek'" adal-h sebagaimana yang tercantum dalam pesal

2Tim Penyusun Kemus Pusat Pembinaan dsn Pengembang-
an Bahosa, Kamus Negar Rahas~ Indonesie, Balai Pustaka,
Jakﬂrta, 19\;[8, H . g; 5 .
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1162 ™Y, yailtu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak
bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pe-
Junssan sustu perikatan,

"Di Lingkungan Perbankan", yaitlu di kalangan suatu
instansi atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah'
memberikan kredit den josa dalam lalu-lintas pembayaran
dan peredazran uang. Dengen demikian, ruang lingkup tin-
jauvan yrng says lakukan de lam penyusunan skripsi ini hanya
terbatas p-da lingkunpgan lembaga keuangan yang disebut
benk saja, .

Secara keseluruhan dapt saya Jelaskan mengenai
judul di atas, yaitu sampei seberars jauh peranan surat
yanf; berisi tentang pemberian kuasa ke jpda bank sebagai
pengikat untuk mengurus penempatan atau pemasangan hipo-
tek secars nyata bagl debitor maupun kreditor, sebagail
jaminan atas pelunasan kredit yang telah diberikan ke pmda
debitor di deslam lingkungan perbankan tersebut di atas,

Alasan Pemlilihan Judul

Di delam paktek perbanksn, seringkali terjadi ma-
salsh yang menyangkut pelunssan utang dengan meng.gunakan
jaminen hipotek. Seorang debitor selama masa pelunasan
berlangsung, kemudian ternyata tidak dapet melunasi kewa-
Jibannya karens adanya heberaps hal yang menyebabkan ia
demikinn, misalnyn krrena prilit. Bank sebrgal pihak kre -
ditor yong memepganp hiypotek seharusnya memmnyai wewenang

penuh dalam h~l wel kuksn penjualan atas benda-benda yang
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9
dihipotekkan oleh si cdebitor tadi. Hal ini mengingat si-
fat-slf»t hipotek yang mempunyai hak kebendaan, droit de
sulte, droit de preference, dan lain~lein bagi sia yang
memegangnya .

Akan tetap pihak benk henya melakuken perjanjian
kuasa wmemasang hipotek saje tanpa melakukan pemasangon
secrra nyata, Meski pun bank telah mempunyri surat kuasa
memasang hipotek, namun kedudukannya sdalah sama dengan
bank yang meminjemlkan uang atau memberilkan kredit tenpe
-secuil jaminan apmpan, Dengan demikisn, kedudukan bank
adalah sebrsprail kreditor konkuren, sama dengan bank-bank
lain yang mempunyai tagihen plutang terhadap debitor itu,

Gambaran di atos iniloh yang membuat seya merasa
tertarik untuk memilib judul "Fksistensi Surat Kuasa Me -
masang Iiipotek Di Lingkungan Perbankan' pada skripsi ini.
Sur:zt kuasa nmemasang hipotek seolah-olah menjadi tidak
ada gunanya tanpe adanya pemasangan hipotek secara nyata
oleh plhak bank, schingga sering menimbulken permesalahan
dolam hal peluncrsan utang debitor, Saya akan mengulas ber-
dzgar teori hukum ysng adsa dengan membandingkan permasa-
lahan yang timbul dalam praktek perbankan, Harajmn saya,
tulisan ini dapat berguna bagli masyarsakat umumnya dan

khususnya adal~h bagi diri saya sendiri.,

ko Tujuan Penulisan
Telnh menjadi kewajiban dan tanggung Jewsb bagi

warga negara Indonesia untuk menjaga tegaknya hukum, kea~
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dilan, serta perlindunpgan terh~dap harkat dan martabat
manusia untuk mencapai ketertlban dan ke ppstian hukunm,
Sumbangan pemilkiran merupnkton sesuatu hol yang sangat
bermanfaat di d-lam menyelesaikan sustu permasalahan yang
timbul dalmﬁ kehidupan sehari-hari,

Delam penulisen ilmiah ini, saya mencoba memberikan
sedikit sumbangan pda masyarakt Indonesia mpda wnumnya
dan untulk menaiibah ilmu pengetahuvan diri s~ya mwibadi khu-
susnya .

Akhirnya tuju5n renuligan skripsi ini tidak 1ain
juga untuk melengkapl tugas den memenuhi persyaratan dalam
mencapi gelor sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universi-
tas Airlangga . Skripsi ini saya susun berdasarkan pengeta-
huan hukum yang nernah says terima, buku=-buku literatur

dan bahan<bahan lzin yang pernah saya baca dan pelajari,

Metodologi

Pendekatan Masa lah

Pendekatan yang saya pergunakan deolam hal ini ada-
lah yuridis sosiologls, yaitu brhwa dalam membahas perma-
s2l2han tersebut saya melakukennyr dengsn cara melihat,
mengka ji peraturan perundang-undangan Hukum Perdata, dalam
hal ini Kitab Undang-Undang RHukum Perdsta (BW) sebagai
peraturan umum dan peraturan perbankan peda khususnya,
peraturen hukuwn yang ada hubungannys dengen permssalahan
ini, teori-teori hukum mpraz sarjano, serta melihat rerma-

s2lchan yong timbul juga pengaruhnya dalam kehidupan ma-
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syarakat ,

Sumber Data
Sumber data yang saya peroleh sebagal penunjeng
adoleh deri date ke pustaltean, wawancars, dan kegicstan

observasi (pengamaten) dalan masyarakat,

Prosedur Penpgunpulan dan Pengolchan Data
Prosedur yong ssye mercunckan adalrh dengan melsku-

kan studi ke pustalteen, teknik wawancara dengan plhak yang
berke pentingon d~1l-m mrcoleh ini, dan observasi langsung
dalam kehidup'n mrsyarakat . Data yang diperoleh kemudian
dikumpulkan, dibahrs berdasarkan segi hukum dan sepgi so-
slal, yang pda akhirnyé diolah menjadi data yang konkrit
dan damt dipertanggungjawabkan. '

Analisa Data

Saya mempergunskan ana lisa bordesarkan analisa teo-
ritis dengon membandinpgkon permasalahan yang muncul dengen
teori hukum yans perneh saya terima serta drta yang ada,

kemudian disajiken dalem uraian ysng sistematis.

Pertangruncjawaban Sistematike

Materl pembeshesan skripsi ini terdiri atas 5 beb.
Sebagel bab Pendahuluen aksn diuraikan gambaran secara
umum inti permasalahen yang merupmkén rengantar, dan seka-
ljigus sebagai tempat berp jak untulk pembzhasan permasalah-
an pada beb-bab selanjutnya. 0leh karena itu, hal tersebut

saya letakkan pada BAB I, dengon mengemukakan antara lain
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latar belakang permasalahan dan perumussnnya, renjelasan
judul, alasen pemilihan Jjudul, tujuan penulisan, metodo-
logi, dan pertanggungjewaban sistematiks .

Di dalem BAB II saya aksn menguraiksn bapgaimana
ter jadinya surat kuasa memasang hipotek itu. Penulisan
ini diawali dengan mesalsh perjanjien kredit dengan Jamin-
an hipotek, il~r1l ini karena parjanjian yang terakhir dengan
ikrtan surat kuasn memasang hipotek terjadi karena adanya
rerjanjien pokoknya, Di samping itu juga akan saya jelas-
kan bagaimena sifat pemberian kuasanya dan apa yang di-
mnkosud dengan kuasa mutlalk lLtu,

Masalrh daluwsrss akan saya uraikan dalam BARB III,
Di sini akan damt diketahui apkah debitor sebagai plhak
pemberi kuasa dapat dibebasskan dari tuntutan karena lam-
raunya waktu atau tidek, Kemudian apakah surat kussa mema-
sang hipotek itu juga mengenal sifat daluwarsa, mengingat
belum adanya aturan undang-undang mengenai hal itu,

Langkah selanjutnys yang berkaitan dengan bab-bab
di atas, yaitu’ BAB IV, adalah mengenai bagaimana kebijekw
sanaan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bank
agar damt memperoleh pemenuhan prestasi atau pelunasan
utang debitor yang pailit, padahal bank belum melakukan
pemasangan hipotek secara nyata,

Pada BAB V sebagel bab terakhir, saya akan mencoba
menyimpulkan se luruh permasalshan yang telah saya berikan
pada bab-bab sebelumnya, serta sedikit saran sumya ada
perbaikan terhndap m~ss1lh yang timbul,

MI1LIK B
PERFUS v AT0 '
»UNIVERSITAS Al e !
SURABAY A |
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BAB II
CARA TERJADINYA PERJANJIAN PEMBERIAN
KUpSH UNTUK MEMASANG HIPOTEK

1, Perjonjian Kredit dengen Jaminan Hipotek

Salah satu kegilatan utama yang dileckuken dalam du-
nia perbankzsn adalah bidang perkreditan, Dalsm usahanya
itu bank memberiken kredit duri dana-danc yeng diperoleh-
nya ., Kredit yeng diberikon bisa berbentuk Kredit Investasi
Kecil, Kredit lindnl Kerjo Permonen, Kredit Candak Kulak,
dan lein-lain,

Setiap brnk yong oken memberikon kredit ke pda pl-
hak peminjom (debitor) wajib meminta jeminan, bmik yang
berupe benda bergerak msupmn yang herwujud benda tidak
bergeralt, llal ini telsh ditegaskan di dalam psel 24 UU
Perbankan 1947 yang mrny:taksn bahwa '"Bank umum tidak mem-
beri kredit tanm jeminen kemwda siapapun juga".

Masalshnys adalah am sebenarnya yang dinamakan
kredit itu ? Bagaimana mrosedur dalsm hal mengajukan kre-
dit ? Ape fungsi jominan hipotek dal-m perjanjian kredit
tergebut ?

Di dalzam pesal 1lc Ul Perbankan 1967 juncto Pedoman
Kebijoaksanaan Dibidang Perkreditan, Instruksi Presidium
Kabinet Nomor 15/FK/IN/10/66, tanggal 3 Oktober 1966 Namor
I angka 5 dinymtakan dengan tegas bahwa :

Kredit ialah suatu pengertien penyediaan uang atau ta-

glhan-tagihen yoang dappt disamakan dengan itu, berda=-
sarken persetujuan atau perjonjian pmnjem-meminjom an-

13
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tara bank dengen pihak lain dalam hal mana plhak pe-
minjam berkewajibzn melunasi hutangnya setelah Jangka
waktu gertentu dengan jumlah bunga y»ng telah diten-
tukan,
Jika kita lihat pengertian mengenai kredit tersebut, tam-
pk adanya kata."perjanjian” atau disebut "overeenkomst!,
yang merumkan s2 lah satu bagian dari masaloh perilatan,
Hal ini dietur ds1om bukum III BY,

Perjanjisan (overecnikomst) damt timbul apbils pera
mhak yang bersengliutan telnh menpgedeckan suatu jonji, boik
menurut persctujusnn maurun menurut undang-undang, Sedang-
ken perikatan yong tidale lohir karena perjanjian timbul
bukan atas desar janji sebe lumnya., Dengan demikian damt
disimpulkan bahwa "kredit' merupakan suatu perjanjian yang
lahir lorenz persetujuon, yaitu persetujuan antara plhak
bank dengan debitor,

Suatu perjanjian, khususnya perjanjian utang-piutang
41 dalamnys terkandung unsur rasa saling percaya antara ke-
dua belah phak yeng mengadskan perjenjian, Hal ini sesuai
dengen esal % ta kredit yeitu "credere', yang berasal dari
behasa Romevii, yong Lerarti "kepercayaan".u
Ke percayaan yang dimeksud adalah bahwa pihak bank sebagai
kreditor memberikan ke percaysan penuh ke pada debitor untuk

dapat melunasi seluruh pinjamannya di kemudian hari berikut

SMarhainis Abdul Hay, Hugum Perbankan di Indonesia,
J1lid II, Pradnya Peramita, Jakarta, g Do li2,

‘Mariam Darus Badrulzaman Perjanjian Kredit Benk,
cet, III, Alumni, Bandung, 1983 gée anjutnya disingka -

riam Darus Badrulzamsn II), h, 2
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bunganyz . Jika bonk telrh berani memberiken ke percaysan
tersebut, konsekuensinya adalah bahwa bank harus mamm
menanggung risiko kemungkinan debitor tidak dapat memenuhi
kewajibannya. Perjanjian yang tidak diiringi rasa saling
percays tersebut akan sulit menimbulkan ikatan-ikatan ter-
hadap masing-masing plhal,

5elain adanya unsur ke percayaan kepeda debitor, di
dalam perjanjian kredit tersebut juga terkandung unsur
itikod brik, Prsal 533 BY menentukan bahwa "itikad baik
se lnmanya harus dianggap ada peda tisp-tiap pemegang kedu-
dukan ; brerangsia m menuduh akan itiked buruk keypadanya
harue dibuktikon tuduhan itu', Unsur inli sanpgat penting
artinya bagi debitor karena ke percayaan yang diberikan ke -
ppdanya memang mempunyai dasar dan tentunya telah diharap-
kan agar hal ini dapat berjalan terus dengan baik,

Dalam hal seorang debitor ingin mengajukan kredit,
maka ia harus menenuhi persyaratan yang telah ditentukan
oleh bank, antara lain : telsh menjadi nasabah dalam re-
kening eksport-import, rekening giro, deposito, dan lain-
lain ; nesabah tersebut (perorangen maupin badan usaha)
teloh memenuhl azas legalitas sesual ketentuen yeng berla-
ku, yakni KTP NPWP, SIUP/TDP, akta pendirian (notariil)
perusahaan, den laine-lrin 3 usaha yang dimintakan fasilitas
kredit menurut penilaian bsnk adalah layak untuk diberiken,
Jike syarat-gy-rat tersebut telah dipenuhi meska rosedur
yang herus dilalul antara lain
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Debitor mengajukan permohonan kredit dengan diser -
tal data pendukungnya. Kemudian mengisi dan menan-
datangani formulir pesrmohonan kredit itu.

Atas dassr permohonan kredit tersebut, pihak bank
kemudian menganalisa dam mengecek kebanaran data
berikut kelengkapen izin yang dimiliki debitor.,
Izin yang dimeaksud adalah izin yang diberikan olsh
instansi tempet debitor itu bekerja, akau oleh RT/
R setempt jika ia tidak bekerja,

Setelah itu pihak bank membuat memo yang ditujukan
kepada pimpinan bank untuk mendapatkan persetujuan,
ditolak ataukah disetujui., Jawaban mengenai hal ini
dalam bentule tertulis, Jika ditolak, maka mroses
tersebut akan berakhir sammi dengsan tahap ini saja,
Tetapl apbila disetujul, morka debitor akan dipang-
gil lagi untuk mengetahui persetujuan jumlah kredit
yang akan diberiken, Misa lnya, debitor mengajukan
kredit sebesar Rp 100,000,000,00, Namun, berdasar -
kan pertimbangan-pertimbangan tertentu deari plhak
banl, maka bank hanya damt memberikan kredit se-
Jumlah Rp 50,000,000,00,

Jika teloh ada kese mhkatan antara kedua belah -
hak, maka debitor wajidb mengisi lembar /formulir
kedua bermaterai Rp 1,000,00 sebagai tanda bahwa

ia setuju. Formulir tersebut setelsh ditandatangani
harus dikembs likan lagi ke pada plhak bank.,

Setelah debitor menye l#saikan masalah administrasi-
nya, kreditor dan debitor laln mengadakan perjanji -
an kredit dengan kesanggumn dari phak debitor un-
tulkk memberikan jaminan, Bentuk perjanjiannya adalah
di bawah tangan (Akta Perjanjian Kredit), Sedangkan
pengikatan jaminannya bisa dilaksanakan secara
langsung, bisa juga untuk sementara cukup dengan
akta /surat kuasa memasang hipotek, Kemudian, kedua
pthak mengadakan perjanjian hipotek yang dilakukan
secara notariil,

Proses terakhir, debitar menyerahkan jaminan hipo-
tek berumm sertifikat hak atas tanah kepada bank,
Berkas perjanjian kredit (salinannya) dan jaminan
tambahan diseragkan ke ppda notaris untuk diikat
secara hi potelk,

Persyaratan yang ditentukan antara bank yang satu

bank yang lain kadang-kadang berbeda karena masing-

5Wawancara dengan Bagian Pemasaran Bank BNI Cabang

X, 20 Pebruari 1989,
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masing benk mempunyai kebijaksanaan sendiri-sendiri . Akan
tetapl perbedaan yang oda tidaklzh mwinsip sifatnya, Mi-
salnya, ada benk yang menentukan bahwa si pemohon kredit
harus menjadi seorang nasabah dulu, sedangkan bank yang
lain tidak mengharuskan demikian, Perbedaan seperti ini
dapt diterima se ponjang ketentuan bank-bank tersebut ti-
dak melanggar ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia se~
bagal pedomannya,.

Dari uraian tadi nampek bahwa bank selalu meminta
jaminon untuk pengamanen pelunasan kredit itu sendiri, Hal
ini karena dzlem maktek perbenkan sering terjadi bahwa
di luar kemauannya, debitor terjerumus dalam keadaan yang
mengakibatlkan dirinysa menjodi tideok mamm logi memenuhi
kewajibannya untuk membayar kembali utangnya itu, Untuk
menghindari hal-hal semacam itu, meskipun kreditor telah
menaruh ke percayaan yang mendalam terhadap kemampian dan
1tikad baik debitor, di samping telah diwajibkan oleh UU
Perbankan 1967 pesal 24, maka ia hanya akan bersedia mem- |
berikan kredit apabila disertai Jjaminan,

Adanya perjanjian jaminan (hipotek) bergantung ke =
rada perjanjisn pokoknys, yaitu perjanjian kredit tadi,
Perjanjian ini mempunyei sifat assessoir, artinya jika
perjanjian pokoknye berakhir, hams ataupun batal dan gu-
gur, maka berakhir pila perjanjian jaminannya ., Keuntungan
diletakkannya suatu jeminan apabila debitor dalam keadaan
tidok mampu lagi untuk membayar antara lain adalah :
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- adanya cara yang mudah bagi kreditor untuk memperoleh
kembali putangnya, yailtu dengan menjual bzrang-barang
yang telah menjadi jaminannya

- usaha ~usahe dari kreditor <kreditor lein tidak periu di-
indahkan ates dasar kedudukannya sebagai kreditor pe-
feren sesual dengen sifat yang dimiliki dalam hipotek,
Berarti, dalam hal pelunasan atas utang-utangnya, ia
akan memperoleh pemernuhan lebih dahulu daripda kredi-
tor lainnya (pnsal 1133 dan 1134 BW) .

Hipotek sebagal hak kebendaan dari benda-benda ti-
dak bergerak tersebut mempunysi sifat zaaksgevolg (droit
de suite), yaitu sifat yang sclaln mengikuti kemana pun
benda itu berada, Artinya, bahwa hak ini dapt diperta-
hankan terh-dap siapapin dari pihak ketiga yang menguasai
benda itu, meskipan pthak ketiga itu beritikad baik,

Atas desar slifat-sifat yang dimiliki oleh hipotek
itu, maka daprtlah disimpulkan bahwa hipotek merupakan
galah satu bentuk jaminan bagl pelunasan guatu kredit
yang diberikan oleh bank, yang kedadukannya paling kuat
diantara bentuk-bentuk jaminan lain. Dengan me lakukan
suatu pemasangen hipotek efektif I atau minimal dengan
surat kuasa memssang hipotek secerat mungkin, maka hal ini
akan dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Proses Terajadinya Surat Kuasa Memasang Hipotek
Dalam perjanjicn kredit dengan jaminan hipotek se-

ringkall dilakukan hanya dengzn menggunakon ikatan surat
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kuasa memasang hipotek, Surat kuasa ini dalsm pasal 1171
ayat 2 BY ditentukan harus dalam bentuk notariil, Namun
dalamn kenyataannya, bentuk surat kuasa tersebut dibuat
menurut ketentuan bank itu sendiril, bahkan ada pla yang
dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Alkta Tanah (PPAT),

Suatu permohonan fasilitas kredit yang telah dise =~
tujui dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat limit,
tujuan penggunaan kredit, masa laku kredit, dan lsin-lain,
gerta memberikan jeminan (misalnya berupa tanah hak milik),
maka pencalran kredit damet segera dilaksanakan (lihat
lomdran Akta Perjanjian Kredit Bank Dagang Negara), Ber-
hasilnya pencairan kredit itu dapat terjadi Jjika telah di-
penuhi syarat -syarat antara lain bahwa tanah yang skan di-
Jadikan jamin:n tersebut sudah diilkat secesra hipotek efek-
tif (hipotek I),

Proses ke arah pengikatan tanah jaminan ke dalam
hipotek efektif itu dapat melalui pengikatan surat kuasa
memasang hipotek lebih dehulu, namun akan lebih baik lagi
ambila langsung dilckukan hipotek efektif untuk memini -
malisir risiko yang munpgkin terjadi, Pengikatan surat ku-
asa ini dilakukan secsrs notariil dan ditandatangani oleh
masing-masing pihak.e Dengan demikian, sejak adanya surat

kuasa memasang hipotek tersebut maka kreditor sewaktu=-

6Wawancara dengan Bagian Pemasaran Kredit, Bank Da-
gang Negora Cabang Surabaya, 25 Amil 1989,
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waktu dapat melakuken pemasangan hipotek efektif tanm
memer lukeon izin l=gl darli plhak debitor,
a,., Perjonjian Kuasa Memasang Hipotek

Dalam suatu pemberian kredit biasanya plhak debi-
tor diminta menyerahkan suatu Jaminan untuk penggantian
pelunasen pluteng atesu kreditnya di kemudian hari, Jamin-
an yang diminta lebih diutamakan pada benda-benda tidak
bergerak yang mempunyai hak kebendean seperti hipotek se=
bagai jsminan pokok, Hal ini karena hipotek merumkan
bentuk jaminon yang paling kuat diantara bentuk-bentuk
jaminen yang lain. Sedangken untuk benda-benda bergerak
lrin yeng telah diperjenjiken Juga adalzh sebagai Jaminan
tambalen ,

Untuk pelaksansan pemasangan atau psmberian jamin-
an hipotek itu diperlnken tahapan atau fase-fase tertentu,
Ada tige fase yeng harus dilelui, Pada fase pertama, kre-
ditor dan debitor mengedakan perjanjian kredit dengan ke -
eanggupan darl plhak debitor untuk memberikan jaminan be -
rupe hipotek, Delam fase ini biasanya diperjanjikan pula
masalah pemberian kuasa dari debitor ke pada kreditor untuk
me laksgnakan pemasangsn hilpotek efektif . Pemegang kuasa
pemesangan hipotele inl kedudukannya masih sama dengan ke -
dudukan kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren), Jadi,
dia tidak mempunyai hak istimewa lebih daripada kreditor-
kreditor lain tersebut,

Dalam fase kedua terjadi pelaksanaan pembebanan
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ntau pemasangan hipotek yong dilokuk-n di muka Pejabat
Pembuot Akte wanah (PPAT), Pihak yang melakukan pemasang-
an tersebut almn memperoleh akta hipotek (akta PPAT) .
Akta PPAT ini berkekuotan sebagel alat bukti dalam mels~
kukeén pendaftaran, Dasar hukum penyerahan yazng dilaksana-
kan dalam bentuk akta PPAT tersebut telah diatur di dalam
psal 19 Peraturcn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (selan~
jutnya disingkrt PP 10/1961), Namun, peralihan hak milik
atas tanah belum terjadi di eini, Untuk tercamminya tujuan
tersebﬁt harus ditemmh fase ketiga lebih dahulu .7

Adaun fose ketiga inl merupakan fase yang damat
menentukan bshwa kreditor akan mempunyail keistimewaan le-
bih dibandingkan dengan kreditor lain, Fase ini adalah
fase pendaftaran akta hipotek dan pembuatan/pemberian
sertifikat hipotek, Pelaksanaannya dilakukan di Kantor
Agraria Seksi Pendafteran Tanah. Dalam hal ini, pemegang
hi potek akan memperoleh sertifiket hipotek, Mengenai pen-
daftaran yang bersanghkut-paut dengan masalah peralihan,
ha pusnys, pembebanan hak milik telah diatur pula di dalam
msal 23 UUPA, Sedanglkrn dalam hal pendaftaran terhadap
hak-hak atas tsznah tertentu, maka diperlukan izin dari
Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya (mpasal 28
ayat 1d PP 10/1961) . Ketentuan~ketentuan mengenai izin
tersebut seterusnya diatur dalam PMA Nomor 15 Tahun 1961,

"Marian Darus Badrulzaman 1, ope cit., h. 35,
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TLN Nomor 2346 Peraturan Dirjen Agraria Nomor 4 Tahun
1968, Peratur:n Menteri Dalam Negeri Nomor SK/59/DDA/1970.8

Di atas akta hipotek dan sertifikat hipotek terse-
but terdapat iros-iros yang berbunyi "Deml Keadilan Ber~
dasarksn Ketuhansn Yang Maha Esa', Dengan adanya kalimat
itu, berarti kedua akta tersebut telah memenuhi syarat-
syarat yang tercantum dalam pasal 224 HIR, sehingga secara
langsung eksekusinya dapat dimohonkan ke pnda pengadilan,
Berarti mula, kreditor dapat memperoleh kembali plutangnya
lebih cemt,

Di drlam sertifiket hipotek disebutkan bahwa tanah
yang dijeminken telah dipesang hipotek., Hal ini bertujuan
agar debitor itu tidalk akan menjaminkan kemball tanah yang
telah dihi potekltan tersebut ke ppda bank (kreditor) 1lain,
Kreditor yang telah mommnyai scrtifikat hipotek pun akan
merasa lebih aman dan tenteram, |

Uraian di atas menunjukkan betaps rumit dan pan=-
Jangnys mosedur yang harus ditemmh oleh para pihak.
Sehingga pembebanan hipotek tersebut seringkali dilakukan
dengan kuasa memasang hipotek yang dilaksanakan oleh kre-
ditor (setelah diperjanjikan lebih dahulu),. Tindaksn ini
memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, Di sam-

plng itu juga untuk mengatasi berbagai mesalah yang tim-
bul, antara lain :

81pid., h. 38.
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a,. Hypotheek hanyn dapat terjadi dengan formslitas-
formalitas tertentu yang memerlukan waktu, Untuk
menyingkat waktu, maoka pemberian hypotheek dilaku-
kon dengan kuasa memasang hypotheek,

b. Hy potheek membutuhkan biaya,., Dengan adanya kuasa
ini, pemberl dan penerima kredit merasa aman, sebab
lcrec{:l.t dapat direalisir tanp menge luarkan biaya
emasangan hy potheek, Jika ada tanda-tanda bahwa
debitur akan wmengingkari pembayaran hutang pokok,
barulah kreditur memaseng hy potheek,

¢, Kuasa ini dipergunsken untuk kredit-kredit kecil
dengan perkataan lain membantu golongan pengusaha
ekonomi lemah,

de, Untuk mengatasi hambatan-hambatan hypotheek, yang
terjadi ksrena hak-hak atas tanah yang akan dihi -
pothekkan be lum meménnyai sertifikat , Disamping
kuasa memasang hypotheek, kepmda kreditur diberi
Jjuga kuasg untuk mengurus sertifikat hak atas tanzh
tersebut,

Dengan demikian, dapatlah diterik kesimpilan bahwa perjen-
jian kuasa memasang hipotek pun diperlulzan untuk menghemat

blaya, waktu, dan tenaga,

b. Sifat Pemberian Kuasa

Dalam kenyataan selema ini, belum ada kese pakatan
pendamt mengenai istilah pemberian kuass , Ada yang mem=-
beri istilah "lastgeving", "volmacht", maupun "machtiging"
soebagai terjemahan dari kata "kuasa', Namun, ketiga istilah
itu masing-nasing berveda arti/maknanya, dan bahkan harus
dibedakan antara yang satu dengan lainnya, Karena adanya
berbagai istilah tersebut, maka timbul berbagai macam pen-
dapat tentang pengertian pemberian kuasa itu,

Pemberian kuasa dalam msal 1792 BW (lastgewing)

menurut Soebekti dan Tjitrosudibio diartikan sebagai "su=

91bid., by 60,
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atu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan
ke pade orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya
menyelenggaralen suatu urusan', Kemudian, istilah lastge -
ving dalam msal 1792 BY juga, menurut Hartono Surjopra-
tiknjo diter jemohkan dengan "Pemberian Perintah'" yang
mengandung arti sebagal suatu perjanjian yang memberikan
perintah ke pada orang lain uantuk melakukan suatu perbuatan
untuk dan atas nama si pemberi perintah itu sendiri,

Pendamt lain yeng berbeda dikemukakan oleh Vgll-
mar . Bellau menggunakan istilah "Pemberian Pesanan" untuk
lastgeving, yaitu suatu perintah ( pesanan) ke pnda orang
lein yang menerima pesonan, untuk me lakukan suatu perbu-
atan hukum,

Dari berbagai pendapmt tersebut di atas dapat di-
tarik kesimpmlan bazhwa penggunaan pemberian kuasa dalam
pasal 1792 BW kurang begitu temt di dalam praktek psrben-
kon, Kreditor yang telah diberilkan kuasa pemasangan hi po-
tek atas tanah yang dijndikan hak milik, apmbila belum
géempet menye lenggarakan urusan tersebut ksrena berbagai
alasan, maka dalam hal ini plhak kreditor tersebut tidak
demt dikatepgoriken telah melanggar ketentuan msal 1792
BW, Misal : karena tanda-tanda itikad buruk dari debitor,
Jangka waktu kredit yang terlalu pendek, kelancaran pem-
b:yarsn kredit, dan sebagainya, Oleh karenanya, pengertian
yang lebih temt bagl istilah pemberian kussa adalah mach-
tiging, yeitu suatu pernyataan dari si pemberi kussa seca-

RR. INDRAJEKTI PUSPITA WAROHANI
EKSISTENSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

25

ra seplhak bzhwa ia memberiken kuasa ke pada orang yang di-
beri kuasa dan wewenang atau hak, untuk mewakili urusan-
nyz, serta untuk mengikatnya ke ypda pihalk ketiga.

Dalam perjanjian pemberian kuasa, seorang penerima
kuasa menjadi berwenang untuk berbuat, namun tidak menja~
dikannya wajib berbuat, Masalahnya adalah kapan kewenang-
an penerima kuasa tersebut akan berakhir ? Berdasarkan ke-
tentuan msal 18135 BW, suatu pemberian kuasa akan berakhir
kerena : (1) ditariknya kembald kuasanya sl kuasa; (2) ada-
nya pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; (3)
meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi ku-
asa maupun si kuasa; () perkawinannya si wanita yang mem-
berikan atazu menerims kuaosa,

Dari uraian di atas dapat disimpulian bahwa pembe -
rian kuasa dapt beralkhir karena salah satu sebadb yang

telah disebutkan di dalam mcal 1813 BW,

¢ » Kuasa Mutlak

Di dalom perjenjien kuasa memaseng hipotek dengan
pengikat surat kuasa memasang hipotek selalu dimuat suatu
klausula yang menyatakan bahwa kuasa yang diberikan debi-
tor keprda kreditor dibveri hak yang tidak dapat dicadbut
lagi dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ter-
cantum di dalam pesal 1813 BW, Uraian di atas menimbulkan
kesan bahwa kuesa tersebut merupakan kursa mutlak, tidak
depat diganggu pgugat. Selanjutnya, yang menjadi permasa-

lrhannya antara lain : amkoh kuasa tersebut benar -benar
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bersifat mutlak ? Apmkah kuasa yang tidak damat dicabut
lagl itu tidak bertentangan dengan isi msal 1813 B ten-
tang sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa ? Kemudian,
ketentuan amp yang dapat diberlakukan terhadap kuasa ter -
sebut ? Menurut mera sarjana, surat kuasa memasané hipo-
tek buken meruekan jaminan dalam perjanjian kredit. Ampm~
kah hal ini tidak bertentangan dengen minsip yang terkan-~
dung dalam msal 24 UU Perbankan 1967 ?

Sebe lun menjawab permasalahan di atas, maka kita
rerlu mengetahul lebih dahulu mengenai kuasa mutlask itu,
Selama inl belum ada perundang-undangan yrng mengatur ku-
asa mutlak secara khusus, Kuasa mutlak adalah suatu kuasa
yang dibverilken oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa
yang sifatnya cecara tercclubung memindahkan segala hak,
kewa jiban dan wewennng kempda plhok lain tanpa memenuhi
ketentuan dnlam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
Jadl, lcrangan kuasa semacsm pemindahan hak atas tanah se -
cara terselubung inileh yang telah ada peraturannya, yaitu
dalom Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982,
Sedangkan uengenal pengguncan knesa untult memasang hipotek
yang alktanya dibuat oleh notaris sebagai kuasa mutlak bu-
kan merup-kan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam
Instruksi Menteri Dalam Negerl tersebut di atas, Dengan
demikian, kussa yang terdapt dolam perjanjian kuasa mema -
song hipotek tersebut adelah benar -benar damt dikatakan
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bersifat mutlal,t°

Kemudian, apkah kuasa yang tidak damt dicabut
itu tidak bertentangan dengan isi mmsal 1813 BY ? Keten-~-
tuan ap yang dept diberlakukan terhadap kuasa ini ?
Untuk itu kita kembali lebih dahulu ke jpda sifat-sifat
dari ketontuan msal tersebut, Dengan demiklan, akan ter-
jowablah wernmaselahan ini,

. Letentuan msal 131% W tentang scbab-sebab bera-
Ikkhirnya pemberian kuasa terletalt di dalam bab XVI baglian
IV bulkku III B/, Adopun asas yang dianut buku III BW dalam
hal membust perjanjian adalah asas '"kebebasaw'", Hal ini
dapat disimpulkan dari isi pesal 1338 BW yang menyatakan
bahva ''setiap perjanjian ysng dibuet secara sah, berlaku
sebapgel undang-undang bagli mereka yang membuatunya' , Mak-
sudnya adalah bahwa setiap perjanjian itu akan mengikat
kedua bel-h plhak, Jadi, selama tidak melanggar kesusila-~
an dan ketertiban wnum, mala orang bebas membuat perjan-
Jian ap saja dan umumnya mereka boleh menyimmpmngi aturan-
aturan dalam buku III tersebut, Dengan demikian, buku III
BY itu sifatnya hanya sebagai "aanvullend recht!" atau pe-
lengkap saja, bukan sebagai hukum yang memaksa (dwingend
recht) , Dari uraian ini damt disimpulkan bahwa masalah
kuasa yeng tidak damt dicabut dan bahkan dipertegas de-

104bdul Latief, "Bentuk Pengikatan Kredit dan Ja~-
llxlxinan", Hukwn dan Perbankan, Infobank, Jakarta, Mel 1982,
. 49,
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ngan tidak akan berakhir karena sebab-sebadb yang tercan-
tum dalam pesal 1813 BW tidak bertentangan dengan isi m-
sal 1813 B\, Dengan demikian mla, maka ketentuan pmsal
1813 B ini pun dapat diber lakukan terhadap masalah pem-
berian kuasa yanpg mutlek, Di samping itu, dari hasil wa-
vancara saya dengan Bank Dagang Negara Cabang Surabaya,
maka ketentuan yang dapat dipergunakan juga terhadap ma-
salah kuzsa pemasangan hipotek tersebut sdalah :

- Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya, maka

Jaminan segera diserahkan atas permintaan pertama
dari bank,

- SejJak tanggal penandatanganan kuasa memasang hipo-
tek, persil yang dijaminkan tidak boleh dijual/di-

sewakan /dijaminkan ke ppda pihak lain tanye persetu-
Juan bank,

- Jika gedung atau persil yang dijaminkan rusak (mi-
snlnya terbakar), maka bank diberi kuasa untuk me -
nerima klaim asuransi (psal 297 KUHD),

- Semua biaya sehubungan dengan pembuatan akta kuasa
memasang hipoiqk menjadi beban nesabah/debitor yang
bersangkutan,

Masalah yang terakhir, apakah surat kuasa memasang
hipotek tidak bertentangan dengan mprinsip yang terkandung
dalam pesal 24 UU Perbankan 1967 ., Dalam pasal ini dikata -
kan behwa bank dilarang memberikan kredit tanps suatu ja-
minen, dan bank dilorang ikut serta menanggung risiko
usaha debitor (commanditeren) dengan pinjaman yang dibe -
rikan itu, Menurtt prra sarjana, surat kuasa memasang hi-
potek bukan nerupmken jomlnan delam perjanjien kredit,

Kedua hal di atas nammk bertentangan.

]JWawancara dengan Bagian Pemasaran Kredit, Bank
Dogang Nepgara Cabang Surabaya, 25 Amwil 1989,
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Dalam maktek, bank sering mengadekan perjanjian
kuasa memasang hipotek dengan ikatan surat kuasa memasang
hi potek, Keuntungannya adalah menghemat biaya, tenaga dan
waktu, temmt 'pa laksahsan dapat dilakukan dimena saja di
dalam wilayah Indonesla dan tanpa bantuan debitor, kredi-
tor dapat memasang hipotek secara nyata., Kuasa semacam
ini dilakukan bank dengan alasan servis (pelayanan) kepada
debitor, Bank merasa terjamin dengan adanya sertifikat
hak atas tanah di tangannya, Dari segi hulkum, bank memang
be lum mempunyai halt preferen atas Jjaminan tanah tersebut,
Sampal sast ini belum ada peraturan mengenai boleh tidak-
nya bank melalul:an penahanan gertifikat tanah, sehingga
bank dimungkinksn untuk melakukan tindaken penahanan se -
perti itu, yaknl meminta agar sertifiknt hak atas tanah-
nya diserahkan kepmda kreditor untuk disimpan atau ditahan
sebegal jaminan, Dengan mengadakan pengawasan yang ketat
terhadap usaha debitor, maka plhak kreditor akan dapat
mengetahul keadsan keuangan debitor, Jika debitor mulai
ada tanda~tanda tidak depat membayar, mrke kreditor segera
me lakukan pemasangan hlpotek efektif,

Kemudian mengenai amkah masalah ini tidak melang-
gar asas commanditerings verbod yang berlaku dalam wak-
tek perbankan ? Dalam hal ini, debitor yang mendapmatkan
kredit diwajibkan untuk mende posit sebagian uangnya untuk
ke per luan pemasangan hipotek yang akan dilaskukan oleh pi-
hak kreditor, Dengan demikian, masalah biaya ini menjadi
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tanggungan phaok debitar, Jadi, tidak nda pelanggaran
terhadayp asas commanditeren tersebut,

Dari seluruh uraian di atas dapt disimmlkan bah-
wa masalah kuasa mutlak masih dimungkinkan untuk diterap-
kan dalam praktek perbankan, Hal ini karena tujuan pembe-
rian kuasa secara mu;‘.lak tergebut ad=lah untuk mencegah
sl debitor mencabut kussanya itu tanpn diketahui kreditor,
sedanglan plhal lreditor itu sendiri belum sempmt melak-
sanekan urusannya, Jika sammi terjodi demikien, maka kre-
ditor akan dirugikan karena ia tidak akcn memperoleh pe-
lunasan piutangnya secara penuh, Kuasa mutlak juga di-
mungkinkan semnjang hal 1tu tidak bertentangan dengan
larangan yang telan disebutkan dalam Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982.
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"UNIVLELOSITAS i o o
BAB III SURABA A

MASAT.AH DALUWARSA
SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK

1., Daluwarsa untuk Dibebaskan dari Suatu Tuntutan

Suatu kredit yang diberikan oleh bank (kreditor)
kempda plhak debitor mempunyal Jjangka waktu dalam hal pe~
lunasannya . Jangka walktu kredit yang diberikan adalah
berbeda -beda, bergantung ke pada kebutuhen dan macam/jenis
kredit yang dibutuhkcn, Berdasarkan hasil wawancars de-~

ngan Bank BNI, maka data yang eaya peroleh adalah sebagai
berikut :

Jenis kredit Jangka waktu Masa tenggang
KIK maks, 8 tahun | maks, 4 tahun
KMKP moks, 5 tahun | maks, 1 tahun
K1 75 maks, 10 tahun maks, 4 tahun
KMK 75 maks, 1 tahun tidak ada
KMK KEPPRES 29/84 | maks. 1 tahun | tidak ada . 2

Jangka waktu tersebut dl atas mengandung arti bah-
wa kredit-~kredit yang telah diberikan ke pada debitor su-
dzh harus dilunasi sampel batas akhir tanggal relunasan
yang telah ditentukan bsnk, Namun kenyataannya seringkali

2y awancara denpan Baglan Pemasaran Bank BNI Cabang
X, 27 Pebruari 1989,
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terjadi bahwa sampai batas waktu pelunasan berakhir, de~
bitor belum damt me lunasi/memenuhi ewajibannya . Masa -
lahnya adalah bagaimana jika Jangka waktu tersebut telah
lewat waktunya, sedangkan debitor belum me lunasi utang-
nya ? Amkah ia masih dapet dituntut untuk tetap me lunasi-
nya ? Dengan kata lsin, amkah ia dapmt dibebaskan dari
tagihan atau tuntutan bank 2 Untuk menjawad permesalahan
ini, maka kita perlu mengetahui secara garis besar tentang
hal-hal yang berkaitan dengan masalah daluwarsa,

Arti kota daluwarsa (lewat waktu) berasal dari ba=-
hasa Belanda : "verjaring", yaitu suatu lembaga atau alat
yang menyebabkan hukum memberiken pengesehan mada keadaan
nyata yang telah berlangsung sedemikian lamanya (pasal
1946 BW), Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu akibat
hukwn tidalk akan dapat dii:eroleh hanya dengan menggantung-
kan lewatnya waktu saja .:15 Masa lah daluvarsa diatur di da-
lam buku IV bab VII bagian ketiga BV, pusal 1946-1993,

Ada dua yang daymt menimbulken doluwarsa, yaitu :
a. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu
benda (acquisitieve verjaring);
b, Daluwarsa untuk dibebasken dari suatu tagihan atau
tuntutan hukum (extinctieve verjaring).

Dalam daluwarsa memperoleh disyaratkan bahwa arang yang

BA. Pittlo, Pembuktian dan Daluwarsa (menurut Ki-
tab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda), cet., II, terje~

wahan M, Isa Arief, Intermasa, Jalarta, 1986, h. 212213,
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menguasal benda dari orang lrin selama waktu yang diper-
lukan untuk timbulnys suatu daluwarsa, berstatus sebagai
orang yeng berkedudukan berkuesa, Sysrat lain yang Juga
szngat menentuken adalah adanyz itikad baik peda diri
orang yang menguasei benda 1ltu., Sedangken pnda daluwarsa
yang membebaskan, kedua hel di atas pada prinsipnya tidck

diperlukan.lu

Dalam masalah ini, saya hanya membahes se-
cera khusuc mengenai daluwarsa untuk dibebaskan dari ta-
glhan atau tuntutan,

Lembaga daluwarsa membebaskan diri dari sustu tun-
tutan dibentuk untulk pembatasan agar terdaret suatu ke-
prstian hukum terhadap setisp periketan-perikatan yanp
timbul., Di semping itu Jupga diharapksn agar debitor tidck
akan berlarut-larut selema bertahun-tahun harus membukti-
ken bahwa prestasi/perikatennys sudah dipenuhi, Di pihok
kreditor, hal itu dimaksudksn agar dap 't dipondang sebagai
perangsang untuk tidak melepskan haknya dengan sia-sia, -
Jika sel=mo tenpgprang waktu tertentu kreditor itu diam sa-
ja, maka dia dianggap telah melepaskan haknya, Dengan de-
mikian, hubungan-hubungan hukum yang telah didiamkan de~
demikian lamanya itu menjadi hapus. Dari hal-hal tersebut
di atas deppt diketahui bshwa ada dua hal penting yeng
harus diperhatikan dalom mrsalah daluwarsa yang membebas-

kan ini, yaitu :

Wivid., b, 214,
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a, Kreditor tidak menggunakan haknya selama jangka
waktu yeng telah ditentuken oleh undang=-undang
b. Debitor hrnya bersikap diam saja, tidak melaksa-
nokan kewajibannya sampal saat yang membebaskan=-
nys menurut undang-undang,

Dalam pasal 1967 BY ditentukan bahwa Jengka waktu
untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena dalu-
warsa, brsik yenpg hersifat kebendmean maupun perseorangan
adolah setelah lewat waktu 30 trhun, Seperti telah dije-
laskzn di atas, bahwa menurut Pittlo, suatu akibat hukum
tidok akan daprt diperoleh hanya dengan menggantungkan
levatnyn waktu saja. Ada syarat tambahan yang harus di-
penuhinya, yalni kedudukan berkuasa dan itikad baik. Na=-
mun dalrm praltek perbankan,‘hanya dengan lewatnya waktu
yeng telah ditentuksn itu perikatan dianggap gugur. Debi-
tor dapat dibebaskan dari segala kewajlbannya terhadap
kreditor, meskipun ia tidak dapt menunjukkan adanya
alasan yang sah ataﬁ man ié mempunyal itikad buruk,

Segals piutang yeng berupe pinjaman uang, pada
unmwnnya mengalami daluwsrsa setelah lewat waktu 30 tahuny
Tetayl ada beberapa piutang yang mempunyai tenggang waktu
lebih pendek, misalnya jangks waktu daluwarsa setelah le~
wat 5 tahun, Adapun tenggang waktu tersebut diperuntukksn
bagl piutang-piutang seperti : uwang sewa rumah, sewa ba=-

ngunan, tonsh, rekening telepon, dan lrin-lain, Di samping

itu juga untuk plutang-piutang yang pelunssannya dibayar -
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kan sekalipgus, bukcn dengen angsuran, asal jangka waktu-

nya pendek., Ini berarti, bahwa jika setelah_jangka wvaktu

tersebut di stas debitor digugat untuk melaksanakan pres-
tasinya (melunrsi utangnya), meka debitor tersebut demt

menolek pgugetan itu henya dengan menunjukkan bukti bahwa

selema jangks walktu itu dia belum pernah menerima tuntut-
an ntau gugrtan yong diajuken oleh pihek kreditor.l5

Hasalah ynng timbul adalah sejalkk kapan Jangka wak-
tu daluwarsa terschut mulsi berjrlan ? Pada umumnya, jang-
ka wektu tersebut muleai berjalan pada saat utang yeng ber-
sangkutan sudah d-p't ditzpgih, yaitu poda saat lahirnya
kekuaszan untuk dipenuhinys prestasi itu di deyen Hakim,
Dengan demikian, selama pelaksansan prestadl dari perki-
raan tersebut belum dapwt ditagih, jengke waktu daluwarsa
itu juga belum dompt berlangsung (berjalan)., Dengan kata
lain, bohwa jangla waktu daluwarsa mulai dapmt diperhi-
tungkan pda sant menunggaknyn satu angsuran atauw pemba-
yapran bunga, jadi meliputi seluruh utang yang ada.

Dari seluruh uraian tersebut di atas timbul kesan
bahwa setelah lewat jongka waktu yang ditentukan untuk
adanya daluwarsa, mocskipun utang debitor belum lunas selu-
rulinya, debitor dapet terbebas dari kewajibannya, Hal ini
bererti akan merugiken pihak bank sendiri., Di sini bank

¥ subekti, Pokok-Pokok Hukwn Perdata, cet, XVIII,
Intermasa, Jakarta,

» . .
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seolah-olah ikut serta mensnggung beban risiko yang di-
hnrdapli debitor, Padahal keadaan yang demikian itu dila-
rang oleh undang-undang,., Bagaimana Jika menghadapi keada-
an tersebut ? Apkah bank akan membiarkan saja piutang-
nya lonyan begitu saja ? Ternyata, berdssarken hesil wa-
wancare yzng saya peroleh dari Bank Dagang Negera adalah
sebagai berilkut :
Terhadap masalah yeng uenyangkut piutang bank yang
belwn lunzs secara keseluruhan, sedangkan batas akhir
tanggal pelunesan itu telah habis, mnke dzlam hal ini
utang debitor tidak aken bebes . Kreditor akan tetap
me lakukan penagihan kereda debitor tersebut sampai
utang yang dimilikinya lunas sama sekali, Apabila
prda akhirnys debitor itu benar-benar tidak dapst lagi
memenuhi prestssinyr p~da saat utang itu sudah deapat
ditagih dan bank sudah memberikan somasi sebanyak 3
(tiga) kali, meka bank akan menyerahkan kebi jaksanaan
poenyelecaian kagsus tersebut ke mda Panitia Urusan Pi-
uteng Nepore berdasarkan UU No, 49 Th, 1960, LN No,
156 Th, 1740, TLN No, 2104, Bank menyerahksn pengurus-
an mesalah tersebut kemda PUPN karena hal ini me-
nyangkut piutang atau keuwangan milik negera. igka di=-
bisrkan, make nepgar: akan mengalami kerugian.
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa tidnk ada doluwarsa begl debitor untuk dibebaskan
dori tuntuten bank, Seloma tidak melanggar ketentuan un-
dang-undang, bank akan senantiasa melakuken tuntutan atau
tagihan ke ppde debitor itu sampri ia dapat melunasi kewa-
Jibonnya, Seiring dengan hal itu, bank jupga akan memberi-
kon kobl joksannan-kebi jaltsanaan tertentu yang sifatnya

memberiken keringanan kerada pihak debitor. Dengan cara

16lawancara dengan Baglan Pemasaran Kredit, Bank
Dagang MNepgora Cabang Surabaya, 2 Mei 1989,
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ini, diharapken akan memberikan keuntungan bagi mesing-

masing phak,

2., Daluwarsa Surat Kuasa Memasang Hipotek

Pada subbab 1 telah diterangkon bahwa debitor ti-
dak akan dibebaskan dari tuntutan bonk pda saat Jjangka
waktunya telah berakhir, !lasclah yang timbul sekarang
adalah apalah : L. 5 surat kuessza pemasangen hipotek terse-
hut jupe dlkon: 1 drluwarsa ? Ual ini sama sekalld belum
rernah odes npgaturannya secara khusus di delam undang-
undeng,

Di delom akta kussa pemasangan hipotek disebutkan
suatu klausula yang menghendaki bahwa terhadap surat kua-
sa terschut tidak boleh dilakukan pencabutzn tanpa setahu
pihak lain, dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab
yang tercantum dzlem ketentuan pesal 181% BW, Hal ini un-
tuk menghindari tindaskan debitor yang ingin mencabut kua-
sany- secar. sowenang<wenang tanpa diketahui wihak kredi -
tor pada saat kradaan keuangannya mulni goyah, Jika debi-
tor tetap melanggar, moks akan berakibat merugikan pihak
kreditor yang dengnan suka rela telah memberiken ke perca-
yaan kepedanya . Ke percayaan yeng diberikan adalah dalem
hal melunasi piutang yang diterima debitor.

Krediter pemegang surat kuasa memasang hipotek
Yang cukup awas dan hoti-hati terhadap setisp tingksh laku
debitor akan melakuksn tindakan-tindakan sebagai berikut :

1, memegang sertifikat asli hak atas tansh milik de-
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bitor
2. mengirim surat ke pda Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah setemmt yong isinya adalslhh bahwa ates tanah
tertentu taloh dibuat suatu kuasa untuk memasang
hipotek dan sertifikat hak atas tanahnya juga te-
l2h berada di tangan kreditor;
3, jika terdamt tanda~tanda debitor mulai tidak mom-
m melaksanakan prestasi/kewajibannya, maka segera
dipertimbangkan untuk me lakukan pemasangan hipotek
efektif, Jika perlu, pesang sece mtnya.
Meski pan demildan, bukan berarti kreditor menjadi seratus
persen sudah aman, Ia masih mungkin akan menghadapl bahz-
ya yang tidak dapat diduge sebe lumnya, Misalnya, debitor
membuat laporan mlsu pada polisi bahwa sertifikatnya
hileng, sehingga akan memperoleh surat keterangan tentang
hal itu, Dengan demikian, ia akan dapat memperoleh/minta
sertifikat pengganti ke pﬂda Kantor Pendaftaran Tanah,
Dengan adanya surat lreditor tersebut, paling tidak KPT
akan menolsk memberiken sertifikat pengganti bagi debitor
yang nakal itu.]‘?
Deri uraian di atas namprk adanya salah satu keun-
tungan bagi pihak kreditor, yaitu mengenai tidalk adanya
Jengka walktu yang pasti atas berlakunya surat kussa pema-

sangan hipotek tersebut, Kreditor sewaktu-waktu dapat me-

17Effendi Perangin, Prapktelk Eeng. gvi_maan Tanah Seba -
ﬁ% gggn;nnn Kredit, cet, i, ajawa ll, Jalarta, s Do
2 .
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lrkukan pemasangan hipotek efektif tenpn perlu izin mihak
debitor. Dengan demikian, surat kuasa memasang hipotek

tersebut tidak mengenas 1l sifat daluwarsa bagl pemegangnya,
dan pada umumnya, apabila tidak ditingkestkan menjedi hi-
potek efektif, make hal ini akan sejalan dengan masa laku
fasilites kredit, Di samping itu, mengingat bank tidak

ckan mengambil risiko lebih besar, maka bank akan segers
meningkatkon pengilkatan jaminen tersebut menjzdi hipotek

efektif.ls

18WaWancara dengan Bagian Pemasaran Kredit, Bank
Daganp Negara Cabang Surabaya, 2 Mei 1989,
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BAB IV
KUASA PEMASANGAN HIPOTEK
BELUM DITERAPKAN DAN DEBITOR JATUH PAILIT
1. Debitor Jatuh Pailit

Surzat kusse ypemasangan hipotek seperti telah di-
uraikan dalam bab II bukan merupkan jaminan atas pelu-
nasan suatu utenpg atau kredit, Berarti, surat kuasa ter=-
sebut sana sekali tidek mempunyai hak meferen bagi pihak
pemegangnya, yaitu bonk (kreditor), Jika demikian, maka
plhak kreditor gkan mengambil risiko kemungkinan terjadi-
nya lredit macet, yaitu bahwa deblitor sudah tidak mamm
lagi untuk melunasi kewajibannya dalam hal membayar utang
atau kredit itu,

Debitor dan kreditor hanya cukup mengadalkan perjan-
Jian kredit dengan ikatan surat kuasa memasang hipotek,
Tindakan ini dilakukan karena biaya yang diperlukan jauh
lebih murah darimda blaya pemasangan hipotek efektif,

Di sammng itu tidak emerluksn mroses yang berbelit-belit
(waktunya lebih pendek) dan lkredit yang diberiksn adalah
kredit kecil., Alrsnn-nlasan tersebut sangat menguntunglkan
kedua belah pihalk, yaiti laediter dan debitor,

Surat kuaso mcmasang hipotek tidak mempunyai Jangka
waktu berlaku yeng temt bagi pemegangnya, Hal ini bisa
diketahui dari akta kuasa pemasangan hipotek yang memuat
klausula "kuasa pemasangen hipotek diberi hak untuk tidalk
damt dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena se-

40
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bab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 BW", Berarti,
kampn pun diperluken, kreditor akan menggunakan surat
kuasa memasang hipotek tersebut untuk melaksanakan pema-
sangan hipotek efektif; misslnya ketika debitor nemmk
sudah mulai ada tanda-tanda tidak dapat membayar kredit,
Masalahnya sekarang adalah bagaimana seandainya kuasa pe-~
masangan hipotek tersebut belum diterapian debitor sudah
jatuh milit ? Untuk membahas masalah tersebut lebih lan-
jut, maka saya akan mengulas sedikit mengenai masalah ke~
reilitan,

Kemilitan (Belanda : "Faillissement") adalah suatu
sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor
yang mempunyai wutang pada waktu dia dinyatakan peilit,
untuk ke pentingan semua kredi.tornya secara bersama-~sama
dan untuk jumlah piutang yang dimiliki oleh masing-masing
kreditor mmda saat itu, Dengan adanya pernyataan pailit
tersebut, maks secara hukun ia akan kehilangan haknya un-
tuk bertindalc bebas terhadap seluruh harta kekayaan yang
telah masuk di dalam "boedelfailliet" (harta pmilit) ter-
sebut, termasuk hak untuk mengurusnya,., Di samping itu,
semua sitaan yanpg telah ada, dengan demikian menjadi
gugur .17 Ketentuan yang damt diberlakukan terhadap masa-
lah tersebut adalah ketentuan pasal 199 H,I.R. yang me=-

l9R. Soeto)o Prawirochamidjojo dan Marthalena Pohen,
Bab-Bab Tentanp Hukum Benda, Bina Ilmu, Surabaya, 1984,

Skripsi RR. INDRAJEKTI PUSPITA WAROHANI
EKSISTENSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

L2
ngemukakan bohwa 3

(1) Terhitung mulei dari hari berita acara penyitaan
barang itu diumumkan, maka plhak yang disita ba-
rangnya tidak boleh lagi memindahkan ke pada orang
lain, memberathkan atau mempersewakan berang te-
tamya yang disita itu,

(2) Perjanjian yeng diangkat berlzwanan dengan la-
rangan itu, tak boleh dipekai akpp melawan orang
yang menjalankan penyitaan itu,

Karena si debitor tidak dapat bertindak bebas lagil, maka
semua Yyengurusan dan pengussaan terhsdap boedelfailliet
tersebut diserahkan se penuhnye ke pda kuratornya, yaitu
Ba lai liarta Peningge lan,

Balai Harte Peninggalan tersebut dalam melaksana-
kan segcla tindekan yang herkaitan dengan harta pilit
pihok debitor jupga terik-t peda ketentuan perundang-un-
doangon, Tindonkan ini dimaksudksn untuk mencegah sitezan
mcupun cksekusi yang dilakukan oleh seorang kreditor atau
lebih secara perseorangan, atau untuk menghentiken sitaan
atau eksekusi termaligud ., Dengan demikian, hasil penjualan
boede lfailliet tersebut mantinya damt dibagl-bagiken ke -
pada senua laeditor ynng mempunyai plutang terhadap debi -
tor itu :ccara adil denpgan mengingat hak-h~k p-ra pemegang
hak-hok istimewa, gndai dan hipotek, Atau dengan perkataan
lain, senmua hasil penjualan sitaan boedel tersebut akan

dibagi -bagikan diantare semua kreditornya berdaserkan

20Retnowulan Sutantio, "Beberas Masalah yang Ber -
hubungan dengan Jaminan Kredit dan Pe laksanaan Eksekusi',
Varia Peradilan, No, 19 Th, II, Pengurus Pusat Ikatan Ha=~
kim Indonesia (LKAHI), Jakarta, April 1987,
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"ponds~ponds gewijze'", yaitu menurut perimbangan besar -
kecllnya putang masing-masing kreditor kecuali Jjika di-
antara pra kreditor itu terdamt alasan-alasan sah untuk
didahulukan pelunasan plutangnya.

Nak-halt si kreditor ini terdamt di dalam msal-
mecl 1131 BY den 1132 BW yang secara berturut-turut me-
nyatakan demikian :

Pasal 1]31 BY :

"Segala kebendaan si debitur, baik yang bergerak mau-
pin yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maumn
yeng baru alkan ada di kemudian hari, menjadl tanggung-
an untuk sepgaln perikatannya perseorangan,"

Pasal 1132 Bi :

"Kebendaan tersebut menjadi Jjaminan bersama-sama bagi
semua krediturnya; pendapatan penjualan benda-benda
itu dibsgi-bagi menurut keseimbangan, ysitu menurut
besar ~kecilnya piutang mesing-mesing, kecuali ambila
diantara pora kredié\ir itu ada alasan-alasan yang sah
untuk didahulukan ,"

Asas yang terkandung dalam pesal di atas, kecuali pembagi-
an hasil penjualan boedel secara ponds-ponds gewijze, ada-
lah bzhwa semua kreditor yang ada mempnyai hak yang sama,
tidak ada nomor urut yang didesarkan atas saat timbulnya
plutang-plutang mereka , Masalahnya adalah bagaimana sean-
dainya hesil penjualan boedelfailliet itu tidak mencukupi
jumlah putang yang ada ? Jika hasil tersebut mencukupi,
maka tidak alan timbul masalah . Namun, seandainya tidak
mencukupl, maka arti penting pemegang hak-hak istimewa,

Skripsi

2li{artono, Kepeilitan dan Pengunduran Pembayaran
(Failissement en Surseance van 'Befaifngi, cet, I1I, Prad-

nya Paramita, Jekarta, 1973, h, 8-9,
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gadai dan hipotelr menjadi nempak, Mereka yang mempunyai
hak=-hak tersebut dapat memperoleh pemenuhan piutangnya
terlebih dahulu, Sisa yang ada (setelah dikurangi dengan
biaysa~-blaya kepailiten secsra umum) akan dibagi-bagikan -
kemada para kreditor konkuren. Apebils si peﬂegang hipo-
tek tersebut piutangnys masih belum terpenuhi secsra ke=-
seluruhan, m~ka kekurangennya dapat diajukan kepada pani-
tia verifikesi. Dalam hel ini in akan bersaing dengan
kreditor-kreditor konkuren yang lain,

Bagl pemegang hipotek yang telah mengadakan janji
untuk menjual atos kekuasaan sendiri dapat melaksanakan
hzk-haknya tersebut sesken-akan tidak pernah terjadi suatu
kemilitro, Hal ini telah diatur di dalem nesal 56 UUK
yeng menyatakan bahwa bapi setlan pemegang hipotek yang
telah membuat beding (jonji) seperti yang tercantum dalsm
pasal 1178 ayat (2) BY dapet melaksanakan hak-hak mereka
seolah-0lnh tidakhada kepanilitan, Ketentuan ini berlaku
juga terhadap pemepgang gadai, Hak lain yang damet dipero-
leh adalah bahwa biaya-biaya kemmilitan tidak men jadi
tanggungan kreditor yong bersangkutan, dan ia pun tak per-
lu menungpgu dipersiapinsn d- lam daftar pembagian,

Seoranyg debitor yang.tclah dinyatakan pailit oleh
Pengedilan Negeri bukon berarti mele pmskan dirinya dari
mesalah kewenangen berbuat (handelingsbevoegd). Di luar
kepailitannya itu, ia masih dapat mengadakan perjanjian-
perjanjian yang bersifat obligatoir dengan pihak lain,
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Namun hal ini sema sekall tidak boleh disangkut pautkan
dengen harta yang telah masuk dalam boedel tersebut, Jika
hal ini tetap dilakukan (dilenggar), maka aldbat yang
munglin ter jadi dalam masalah ini akan merumhkan tanggung
jawab atau risiko debitor itu sendiri secara pribadi, Dia
hanya mengikat dirinya sendiri, bukan mengikat boedel-
faillietnya, Misalnya : A sebagai si debitor termilit,
mengadakan perjanjian jual beli atas sepecrangkat kursi
tamu miliknya dengan plhak ketiga . Dalam hal ini, seluruh
harta kekaysan A tersebut telah masuk psnguasaan dan
pngurusan mhek Balal Harta Peninggalan sebagal kurator
dari phak termilit, termesuk se perangkat kursi tamu
yang diperjualbe liksn tadi, Perjanjian yang menimbulkan
hak dan kewajiban diantara masing-nasing pihak tersebut
adalah sah menurut hukum, Akan tetapl, di sini timbul ma-
sa lah, yalni dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban,
Seharusnya mda saat itu, sl deblitor berkewajiban menye -
rahkan henda=benda yang telrh ia Jual ke ppda plhak kétiga
tadil, Namun kenyateannya ia tidak damt melaksanakan ke -
wajibannya itu karena benda-benda tersebut tidak damt
diganggu gupgat secara hukum, Sebagai pihak yang berhak
dan beritikad bailk, meks wplhak ketiga tersebut damat me-
nuntut pemenuhsan pelaksanaan hak dan kewajiban jual beli
itu, Apabila plhak ketiga tetap menginginkan berlangsung-
nya jual beli tersebut, bererti debitor A tetap harus me-
lolksanakan kewe jiban itu secara pibadi, Berarti mlas,
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hal ini akan menjadi<utangnya di kemudian hari keypada pl=-
hak ketiga tersebut sampi ia mamp kembali, misalnya se -
telah ia dinyataken bebas dari kemilitan yang dialami,
dan ia masih mempunyai penghasilan yong cukup untuk dapst
me laksanakan kewajibannya itu, Kesimpilan yang dapat di-
tarik dari uraian dan contoh kasug di atas adalah bahwa
meskipn debitor tetap sebageai seorang pemilik (eigenaar),
namun ia tidak mempunyal kewenangan berhak terhadap boe-
del tersebut, Hal ini adalah demi kepentingan mara kredi -
tornya sendiri agar mereka tidak merasa dirugiksn lebih
banyak, di samping menyangkut ke pentingan plhak ketiga.,

Dikaitkan dengan masalah surat kuasa memasang hi -
potek yang timbul dalam praktek perbankan dewasa ini, ma-
ka surat kuasa yang tidek segera didaftarkan tersebut sa=~
ma sekali belun memmnyai kelkuatan apa pun, yaitu sebelum
pemasangan hipotek secara efektif (nyata) dilaksanakan,
Surat kuasa pemasangan hipotek juga tidak memerlukan pen-
catatan, Hal ini karena surat kuasa tersebut sama sekall
be lum menimbulkan hak dan kewajiban bagi plhak pemegang-
nyae. Di samping itu juga tidak sesual dengan peraturan
atau undang-undang yang ada, Dengan demikian, sebelum ma-
sa pemasangan hipotek itu terlaksana, plhak bank sebagai
kreditor mesih belum memiliki hsk-hak istimewa . Keduduk-
annya akan dianggap sama sederajat dengan kreditor ~kredi-

‘tor lrin yang ada, yokni sebagai kreditor konkuren,
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2, Kebijaksanaan Bank dalam Mengatasi Maszlah tersebut

Bank merumkan lembaga keuangan yang salsh satu
keglatan utamanya adalah meliputi bidang perkreditan.,
Berbagal fasilitas diberikan dalam usahanya untuk memper -
lancar keglatan tersebut, Hal tersebut merupakan salah
satu cara untuk mendukung keberhasilan perbankan, Misal-
nya dengen mempermudah rosedur permohonan kredit bagil
setiap calon debitor yong membutuhkan, memperingan sya-
rat -syarat, mempercept proses pencairan kredit, dan lain-
lain, Meskipun demikian, usaha/kegiatan bank tersebut
tidak selalu berjalan lancar, Kadang-kadang timbul suatu
hambetan yang membuat moses permohonan kredit ini menjadi
berbelit-belit. Misalnya, hambatan yang menyangkut kurang
lengka mya persyaratan yang dimiliki oleh calon debitor,
jumlah kredit yeng akan disediakan dan diberikan pihek
bank dirasakan kurang mas bagl debitor, kredit yang di-
ajukan pihalk debitor tidak memenuhi kredit yang disedia~-
kan bank, bunga yang diminta bank relatif terlalu tinggi
bagi debitor, dan lain-lain,

Jika keadaan di atas telah terjadi kese mkatan dan
kredit depst dicairkan, beberap waktu setelah ditentukan,
debitor mulei dapet ditagih untuk membayar kredit yang
diperolehnya, Pada bulsn-bulan pertama, pembayaran yang
dilakukan berjaian lrncar, Namun, setelah itu nammk mulai
timbul tanda-tanda bahwa keadaan keuangan debitor tidak

stabil, Hal ini terlihat deri cara pembayaran debitor yang
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mulal sering menunggak. Bertitik tolak dari keadaan yang
demikian, maka kreditor (besnk) dapat memberikan somasi
atau peringaten ke pda debitor, Dengan somaesi ini diha~
rapkan pembayaran yang dilskukan oleh debitor depat men-
jadi lebih tertidb dan lancar.

Sementara bank memberikan somasi, bank Jjuga segera
me lakukan pemasangan hipotek secara nyata atas benda-
benda Jaminan yang telah ada, Sedangkan terhadap pema-
sangan hipbtek atas benda~bends yang pada saat itu belum
dijaminkan (baru akan ada di kemudian hari), maka tindak-
an tersebut adalah batal menurut hﬁkum. Hal ini telah di-
Jelaskan di dalam pasal 1175 B¥ yang berbunyi *"Hipotik
hanya dapt diletakkan atas benda-benda ysng sudah ada,
Hipotik atas bonda ~benda yeng baru aken ada di kemudian
haril adalah batal",., Seandainya benar -benar terjnrdi kredit
macet, maka dalam hal ini bank dapmt segera memperoleh
o lunasan plutangnya lebih dahulu sebapgai kreditor mefe-
ren dalam pelaksanaan eksekusi nanti,

Dalam praktek, dehitor yeng macet dalam rembayaran
kreditnya akan dikenakan tindakan-tindakan tertentu oleh
bank, Mamun, dalam hal ini bank tidak begitu saja menja~
tuhkan sanksi atau hukuman kepeda debitor, Bank masih
akan memberiknn kebijakssnaan-kebijaksanaan dengan cafa
mengadakan perundingan ke ppda debitor yang bersangkutan
untuk menyelcsaikan persoalan kreditnya secora keke luar -

gean, Di samplng itu, debitor juga masih diberikan jangka
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waktu tertentu (blasanya tahap I 2dalah 3 bulan) untuk
menye lesaikan pembayaran tersebut, Dengan penyelesaian
masalah secara kekeluargean, diharagtan adanya pthak ke -
tiga yang dampmt dan sanggup melskukan penanggungan atas
utang debitor, misalnya deri plhak ke luarga sendiri seca-
ra suka rela, Jika sampi dengan jangka waktu 3 (tiga)
bulan itu debhitor tidak mengindahkan peringatan bank,
atau jika mrsih tidak damt me laksanakan kewajibannya,
maka bank akar memberikan peringatan yang kedua. Jika
dalam peringatan kedua ini pun masih belum ada perkem-
bangan, bank mesih tetap memberikan kesempatan ke adanya
sammi batas walttu tertentu yang diakhiri dengan peringat-
an ketiga (terakhir), Kemudian setelah itu, benk ter pmksa
me lakukan tindakan demi keselamatan piutang/ kreditnya,
yaitu melalui prosedur hukum yang berlaku, Misalnya, me-
lalui jalur Pengadilan atau mroses fara lain yang telah
ditentukan lebih dahulu daslem perjanjlan kredit mereka
sebe lunnya .

Kembali ke masalah debitor yang Jetuh pailit sebe-
Jum memasang hipotek secara nyata, maka dalam hal ini
kreditor tersebut tidelx aken memiliki kekuatan hukum sama
sekali, Keadaan tersebut adalah dalam hal debitor sudah
dinyatakan pailit maupun belum pailit selama kreditor be-
lum melakukan pemasangan hipotek secara nyata (efektif),
Jadi, sama saje kreditor memberiken pinjaman kepada debi-
tor tanme secull jaminan, Justru itulah ada peraturan di
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bank (khususnya pada benk pemerintsh) yang menghsrusken
pemasangan hipotek secsra nyata setelah terjadi akad
kredit, Bila hal tersebut dilalaikan yang akhirnya bera-
kibat merugiken plhak bank, makg sanksl yang diberikan
adalah bahwa manajer yang menangani masalah tersebut akan
dikondite jelek,., Dengan demikian alkan mempengaruhi jen-
Jang karier bagi menajer itu gendiri,

Berdesarkan hesil wawancara dengan Bank Dagang Ne -
gara Cabang Surabaya, maka kebi jaksanaan yang dilakukan
oleh plhak bank dalnm mengatasi masalah kredit yang macet,
misalnye karena kemilitan phak debitor, adalah sebagai
berikut :

Sesuai ketentuan ysng ada, make dalam jangka waktu
tertentu debitor yang tidak dapat memenuhi kewajiban-
nya, akan dinyatakan macet (lebih dari 3 bulan), Ber-
dasarkan UU No, 49 Th, 1960, LN No, 156 Th, 1960, TLN
No, 2104 tentang Penitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
ditentukan bahwa kredit yang macet pada Bank Pemerin-
tah, eksekusi jeaminannya dilakeanakan oleh PUPN, Oleh
kerena itu, maka penyelesaian zlan dilaksanakan oleh
PUPN anmpn{ dengan atas benda hivotek diletakkan sita
eksekutorial dan diadakan penjualan umum melalui Kan-
tor Lelaﬁg (Vendureglement S 1908 No, 189 jo S 1940
No, 56)
Dari uraian di atas dapt ditarik kesimpulan, bahwa jika
menghada pl masalah kredit mocet (dzlam hal ini karena de-
bitor jatuh pailit) dari debitor yang sudah damt ditagih
pembayarannya dan sudah diberikan somasi (peringatan) se-

banyak tiga kali, maka bank akan menyerahkan penyelesaian-

22y awancara dengan Bagian Pemasaran Kredit, Bank
Dagang Negara Cabang Surabaya, 2 Mei 1989,
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nya kepeda PUPN berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 1960 dengan
alsaan sebrgai berikut
1, Sengketa yong dihadapl menyr-nglkut putang negara.
2. Untuk mencegah Mmenghindaril sumya keuangan negara
tidak dirugikan.
3, Lembage pengodilan diéngcap be lum cukup mamp un-
tu menye lesaiksn sengketa tersebut secara cemt.
Penye lesaian mela lui PUPN blasanya dilakukan oleh bank-
bank pemerintah atau lembaga-lembaga keuangan yang me-
nyangkut keuangan negara, Sedangkan bagi bank swasta, pe-
nye lesniennya adalah melalui Pengadilan Negeri atau mela-
luli prosedur yeng telah ditentukan terlebih dahulu dalam
verjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak itu,
Penye lesaian melalui PUPN bukan merupnken hal yang wajib,
kecuali dalam hal piutang yang menyangkut kredit likuidi-
tas Bank Sentral dan penyerahannya langsung diterima dari

Bank Indonesia,
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BABV
PENUTUP

1, Simplsn
a, Surat kuasa wemasang hipotek timbul/lahir setelah ada-

ny~ perjanjisn kredit yong dibuat oleh plhak bank se-
brpnd kreditor denpan phalk debitor, Setelah perjanji-
an kredit ditsndatangani kedua pdhalt dengen kesanggup-
an dari pihalc debitor untuk memberikan jaminan hi potek
ke ppda bank, maka prda samnt itu dibuatlah surst kuasa
memasang hipotek, Adepun surat kuasa tersebut harus
dibuat dengon akta otentik (notariil) sesuai dengan
ketentuan msal 1171 ayat (2) B¥Y, Surat kuasa ini di-
per lukan untuk melpluken pemesangan hipotek secara
nycta bagl pihak pemcgangnys tenpa perlu izin lagi
dari dcbitor,

be Dalom hal terjsdinys kredit macet, maka plhak bank
aken senantiasa melolulkan penagihan ke mda debitor yang
bersangkutan sammi debitor tersebut dapmt melunasi
utangnya secara penuh, Dalam hal ini, bank sering mem-
berikan kebijoksanaan yang sifatnya meringankan beban
debitor, wisalnye dengan menghaps sebagian persentase
rlutangnye se perti meniadalkkan bunga yang seharusnya di-
bayarkan., Jadi, dia hanya membayar utang pokoknya saja.
Dengan demikian, tidalk ada daluwersa bagl pihak bank
untuk tetap melakuksn penagihan terhadap debitor, se-

rnjang mengikuti ketentuan-ketentuan yzng berlzku,
52
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Begitu Juga dalom meoselah suret kuesa memasang hipotek
tidalk dikenal adanya sifat daluwarsa ., Pada umumnya,
jika tidak segera ditingkatkan menjadi hipotek efektif,
make alan sejalan dengsn masa laku fasilitas kredit.
"¢ Pada mwinsimya, surat kuasa memasang hipotek belum
membarikan alfst proferen ke mda pemesang kuasanya .
Dengan demikicn, apabila debitor telanh jetuh pailit
gebe lulm ltunoa ypomosengen itu dilaksenakan, make dr lam
hal ini kedudukan kreditor akan dianggap sederajat
dengnn kedudulinn kreditor-kreditor lezin y~ng oda, y-itu
sehapol lreditor konkuren, Ketentuan y~ang diber lakukan
dalcm hal menperoleh pelunasen plutengnya juga disema ~
kan, Dia tidak akan memperoleh hak-hak lebih dari pada

kreditor ~kreditor 1l2in yang ada,

2., saran

a, Surat kunse memoacang hipotek buken merumkan jaminen
terhadap kredit ysng diberikan,., Namun, penggunaannya
sering ailakukan dalem praktek perbankan, Di samping
itu juga sering timbul masalah sebelum terjadi pema-
sangan hiwtek efektif . Surat kuasa tidak mempmnyai
kekuatan dan ke mstian hukum sama sekali, Oleh karena
itu, hendaknya dibentuk suatu peraturan y.ang khusus
mengenail surat kuasa pemasangan hipotek tersebut agar
mempnyai ke mstian hukum ’bagi pihak pemegangnya.

b, Tidck Jarang menjumpri seseorang yang mampu mengadakan

perjanjian dengan pihak lain, Namun, untuk memenuhi
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adanya suatu mwestasl sering terjadi kemacetan. Oleh
karena itu, hendaknya bank selalu mengadakan pengawas -
an yang cukup ketat dan melakukan analisa yang benar-
benar akurat terhadap pihak debitor ., Hal ini sumya
bank dapat melakukan tindakan secepatnya bila sewaktu-
waktu terjadl sesustu yang tidek diinginken, Dengan
demikian, bank tidak akan menga]ami masa daluwarsa.

¢ . Telah dijelaskan di atas bahwa surat kuasa pemasangan
hipotek bukanlah meruprhan jaminsn seperti yeng di-
maksud oleh ketentuan pasal 24 UU Perbankan 196‘? e 1a
tidak mempmnyai kekuatan hukum karena belum menimbul-
kan halk dan kewajiban bagi pihak pemegengnya, baik se-
belum dilakukon pemasangan secara nyata maupun setelnh
debitor dinyatakan pilit. Oleh karena itu, setelah
terjadi akad kredit sebeiknya segera dilakukon pema-
sangan hipotek secara nyata untuk mencegah atau mem-
perlgecil kemungkinan risiko yang tidak diinginkan bagi

plhak dengon siapa perjanjian yang mestasinya tidak
ter penuhi tersebut diadakan,
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PERJANJIAN KREDIT
No.

Yang bertsnda tangan di bawah ini :

1.  BANK DAGANG NEGARA berkedudukan di Jakarta, jugs mempunyai kantor di
yang selanjutnya disebut “"BANK".

bertempat tinggal/berkedudukan di

yang didirikkan dengan

No. tanggal dalam hal ini diwakili oleh
selaku

selaku

selaku

yang bertindak datam jabatannys untuk dan atas nama

sesuai dengan
selanjutnya disebut "PEMEGANG REKENING”.

Kedua belsh plbak dengan ini menystakan telah mencapsl perstujusn untuk mengadakan perjanjian kredlt dengan
menstapkan kstentuan-keientuan dan sysratsyaral sebagal bertkut :

Pasal §
Limit, Tujusn penggunaan den masa teku kredit

BANK membuka untuk keperluan PEMEGANG REKENING sustu kredit dalam rekening koran sampat pada jumish setinggl-

tingginys Rp. (terbllang : rupish)
Pengambilan-pengambilan/penarikan-penarikan atas dan pembayaran-pembayaran kemball dari kredit inj dilakukaa ssmata-
mata pada kantor BANK di dan atau pada kantor BANK lainnya yang disetujui
BANK. _—— ———————————— -

Kredit inf hanya dapat dipergunakan untuk

yang berlaku mulal dari 1anggal sampai dengan tanggl
atsu sesuai skala penarikan dan atau skala pelunasan yang dilampirkan pada perjanjian kredit ini (Lampiran: ),
tanpa mengurang ketentuan dalam pasal 7 perjanjian kredit ini.

Pasal 3
Bunga, Dende bungn dan Denda pslampauan tarik

I Selama rekening menunjukkan keadaan debet, maka BANK memperhitungkan atas bakidebet tersebut bungs sebesar

% setahun terkecuali selama satu bulan pertama sajak tanggal penandstangansn perjanjian kredit inl seenpal
dengan tanggal hanya % setahun,

2. Bungs ini dipeshitungkan darl hari ke hard sampal dengan tsnggal pelunasan dalam rekening koran,dan harus dibayar
setiap akhlz hulap secara tunai atau dibebankan ke dalam rekoning gironya di BANK.
Akan tetapi BANK — tanpa dikuasskan untuk itu ~ berhak membsbankan jumish bunga itu pada rekening pinjaman.
Yl ~ —m e e e -

3. Atas kelambatan pembayaran angsuran atau pelunasan utang pokok, maka BANK mempeshitungkan atas jumish yang
tertambai dibayar/dilunasi denda sebesar % setahun yang diperhitungkan darl hari ke hari, yang pelunssannys
dilskukan sesuai ayat 2 pasal ini. ———

4.  Atas penarikan yang mengakibatkan pelampauan limit krodit yang tersebut pade pasal 1 di atas, maka BANK mem-

s

perhitungkan atas jumlah yang mengakibatkan pelampauan terssbut denda pelsmpauan tarik sebesar %

selahun. - ~——~ ——~—= -—
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Prosentase bunge/denda bungs/denda pelampauan tarlk dapat diubah oleh BANK, sesusi dengan ketsntuan BANK dan
atau Bank Indonesia dan atau ketentuan Undang-Undang / Pemerintah yang berlaku,

Pasal 3
Bes meteral kredit dan Propisi kredit

Bea meterai kredit yang terutang atas perjanjian kredit ini harus dilunasi oleh PEMEGANG REKENING secara tunai
melalui BANK sebelum atau pade saat petjanjian kredit ini ditandatangani.
Akan tetapi BANK — tanpa dikuasakan untuk itu - berhak membebankan jumlah bea meteral kredit ity pada rekening-
nys. _ ———

PEMEGANG REKENING selain itu wajib membayar secara tunai propisi atas jumlsh limit kredit tersebut dalam pasal 1
di atas sebesar % pada tafiggal penandatanganan perjanjian kredit ini,
Akan tetapi BANK — tanpa dikuasakan untuk ity — berhak membebankan jumlah propisi itu pada rekeningnya.————
Propisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh PEMEGANG REKENING sekalipun pada akhimya kredit tidak jadi
dipergunakan oleh PEMEGANG REKENING atau sekalipun perjanjian kredit ini secara sepihak dibatalkan atav
dihentikan penggunaannya lebih lanjut oleh BANK scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjian kredit ini.——~————

Pasal 4
Jaminan daa Asiransi jaminan

PEMECANG RBKENING diwajibkan teriebih dahulu menysdiskan benda dan atau hak sedukupnys untuk disserahken

kepada BANK sebagai jaminan dan memeliharanya seoars terus menerus guna menutup utangnya pads BANK.~——~
Jaminan itu terdiri atas: - e e e e e e e e

a. Jaminan Utams ') e ——————— -

b. Jaminan Tambahan ') : ———- . o T T -

Mengenal berapa jumlah seoukupnys jaminan Itu, begitu pula tentang saat dan hingga jumish beraps juminan ity harus
ditambah atsu dapat dikurangl serta kepada siapa disershken pula hak untuk memberi penilaian dan melakukan psmerik.
saaa/peninjsuan kemball atas jaminan ity adalah menurut pertimbangan BANK semata-mata. -

PEMEGANG REKENING diwajibkan untuk menjage agar mantissa tersedis jaminan yang sedemikian besarnya, sehing
g2 jumlsh keadasn debetnya tidak mulebihl % darl nilal jaminan yang ditetapkan cleh BANK sevagsi dasar
peaarikan kredit.
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5.  Pengikatan atas jaminan kredit tersebut harus diselesaikan oleh PEMEGANG REKENING bersama-sama dengan BANK
atau dilakukan BANK sendiri berdasarkan Surat Kusss dard PEMEGANG REKENING dan semua biaya yang timbul
sepenuhnya menjadi beban PEMEGANG REKENING, —

6. PEMEGANG REKENING wajib mengasuransikan atas nama BANK barsng-barang jaminan tersebut di atas dan bila
dianggap perlu BANK berhak menyelenggarakan sendiri asuransi tersebut——— —————— e e

Atas semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penulupan asuransi tersebut, berlaku ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh BANK dan segala biaya yang timbu! sepenuhnya menjadi beban PEMEGANG REKENING ———————

Pasal §
Asursas kredit

Bils dianggap perlni. BANK dapat memperianggungkan (mengasuransikan) kredit ini kepada Perusahaan Asuransi Kredit atas
beban PEMEGANG REKENING dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh BANK ——— —— —eo oo~

Pesal 6
Pengawasan dan Pelsporan

1. PEMEGANG REKENING wajib menyelenggarakan pembukuan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku,
dalam Bahass Indonesi» atau Bshasa Inggers yang ditulis dengan memakai huruf latit — =~ — e m e

2. PEMEGANG REKENING wajib melaporkan keadaan keuangan dan hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan BANK
sebagal berKut 2) i e

O  Laporan persediaan barang-barang perniagaan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali sebulan yaitu pada pertengahan

dan akhir bulan. —— = e e e e

0 Laporan piutang dagang, sekurang-kurangnys 2 (dus) kali sebulan yaitu pada pertengahan dan akhir bulan.— -~

O  Reslisasl pembelian / produksi / biaya ussha dan penjualan / ekspor / pendapatan ) , sekurang-kurangnys

1 (satu) kali sebulan ysitu pada setiap akhir bulan~—wco e e e
O  Laporan Keuangan Bulanan, yang harus disampaikan kepada BANK selambat-lambatnys pada pertengshan
bulan berikutnys, —————=——
0O tLaporan Keuangan Triwulan takwim, yang hatus dissmpaikan kepada BANK selambat-lambatnya pada perte-
ngshan bulan berikutnya. e

O  Laporan Keusngan Tahunan, yang tidak disudit / disudit ?) oleh Akuntan terdaftar yang disampaikan kepada
BANK selambat-lambatnys pada bulan Maret tahun berikutnya

0O

3. Selams hubungan kredit berlangsung BANK berhak melakukan psngawasan langsung maupun tidak langsung atas peng-
gunsan kredit dan atau jalannya proyak, baik dengan cars memeriksa administrasi pembukuan maupun lainnya, seria

untuk itu PEMEGANG REKENING wajib memberikan bantuan sepenvhnys, ——————————— ————«—____
Dalam peisksansan dimaksud @ ———cee e e et e e e o e et e
8. BANK dapat melsksanakan sendid atay ~ - =m == -—— -

b. BANK dapat menguasakan kepsds suatu Biro Konsultesi atau pihak lain yang ditunjuknys untuk tugas-tugss tertenty
yang tatperinci dalam Terms of Refersnce yang ditetapkan oleh BANK seperti- terlamplr pada perjanjian ksedit ini
{Lampiran: ). - ————

Ssmus blays yang timbul sepenuhnya menjadi beban PEMEGANG REKENING. -

Posdl 7
Pesghentian kredit sebelum jatuh waktu & Ketentuen khusus
I.  BANK dapst mengkhiri perjanjlan kredit inl setisp waktu tanpa mengindahkan sssuaty jangka waktu, antara lain
apabila :
3. PEMEGANG REKENING tidak atau belum mempergunakan kredit ini setelah lewat 1 (satu) bulan sejak saat berlaku-
nys perjanjian kredit ini.
b. PEMEGANG REKENING memberikan ketersngsn-keteranpan ying tidsk benar kepada BANK.————————————
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¢. PEMEGANG REKENING ternysta sebelum akta perjanjian kredit ini ditandatangani telash memperoleh kredit dari
bank Iain stau pemberi kradit lainnya tanpa memberitahukan hal tersebul kepada BANK. —--

d. PEMEGANG REKENING ternysta setelah akta ini ditandatangani memperoleh kredit dart bank lain stau pemberi
kredit lainnya tanpa terlebih dahulu mendapat pemetujusn tertulis dari BANK. —
¢. PEMEGANG REKENING menggunsksn kredit tidak sesusi dengan yang tercantum dalam pasal | perjsnjian kredit

St R

f. PEMEGANG REKENING tidak tepat dalam membayar angsuran utang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban
lasinnya yang terutang sesusi waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit inj.—

8. PEMEGANG REKENING menanggung utang pihak ketiga yang ada di bank lain tanpa mendapat persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari BANK ——c— oo

h. PEMEGANG REKENING meninggalkan tempat tinggal/kedudukan tanpa seljin BANK, meninggal dunia,atau dalam
hal PEMEGANG REKENING merupakan sesuatu badsn hukum, pengurusnya meninggalkan tempat tinggal/kedu
dukan tanpa seijin BANK, meninggal dunis atsu mengambil keputussn untuk membubarkan badan itu, atau apabila
susunan pengurus atau anggaran dasarnya diubah sehinggs menurut pendapat BANK risiko menjadi bestambah besas
atag jaminan menjadi berkurang.

{, Terhadap PEMEGANG REKENING dimintakan persyataan pailit atau ia sendiri mengajukan permintsan itu dan
dalam hal PEMEGANG REKENING minta atau mendapat psnundaan pembuyaran (Surséance van betaling). ———-

j. PEMEGANG REKENING menurut Keputusan Hakim atsu menurut Hukum tidak diperbolehkan menguasal atau
mengurus harts bendanya atau dikenakan hukuman penjara. ————

k. Harta benda PEMEGANG REKENING yang dipakai sebagai jaminan utang kepads BANK habis binasa atau terkens
pencabutan hak (onteigening) atasnya, ataupun pemilik tanah menghentikan hak-hak kebendaan atas tansh yang
terikat kepads BANK sebagai jaminan. —~——— e m oo mee e e e

I. Timbulnya keadaan-keadaan stau kejsdian-kejadian yang sedemikisn rupa sehingga menurut pendapat BANK,

kepentingasn BANK menghendaki bahwa seketika itu jugs perlu diambil tindakana-tindaksn untuk mengamankan,

menagih dan menuntut pembayaran dari seluruh jumish utang yang wajib dibayar oleh PEMEGANG REKENING. -

Atas harta benda PEMEGANG REKENING dilakukan panyitaan executoris! atau penyitasn conservaloir. ww = —w

n. PEMEGANG REKENING tidak menyetujul perubahan yang dimaksud dalam pasat 2 syat 5 perjanjfan Kredit fai. -~ =

E

Sehinggs segala apa yang menurut buku-buku BANK pads saat pegjanjian kredit inl diskhiri menjadi utang PEMEGANG
REKENING berdasarkan perjanjisn kradit ini bessrta perubahsa-perubahannya, dapat segera dan sekaligus ditagih olsh
BANK dan PEMEGANG REKENING wafib segera melunasinya.
2. Tanpa mengurang hak PEMEGANG REKENING untuk meagajulan bukt! sanggshan (bukti sebaliknys) segels psmbu-
kuan oleh BANK menjadi tanda bukti yang penuh bagl jumish utang PEMEGANG REKENING dan swbegei bukt
pinjaman itu BANK cukup membuktikannys dengan jsisn memberikan salinan<alinan darl buku-bukunya ysng ditanda-
tangant den dinystakan same dengan yang asli. ———

Pasal 8

Hak Bank dalam rangka Pengamansn & Penyelesalan Kredit
1. BANK berhak menetapkan penggunaan setiap pembaysran dari PEMEGANG REKENING untuk pelunasan kewajiban-
kewajibannya berdasarkan urulan prioritas yang ditentukan oish BANK.
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2. Tarhitung mulai tangga! bezakhimys perjanjlan kredit inl, baik karena berakhirnya jangka waktu kredit ssbsgaimana
dimaksud dalam pasal 1 perjanjian kredit ini maupun karena hal-hal tersebut dalam pasal 7 perjanjian kredit ial, BANK
tidak diwajibkan lagl menyediskan krodit untuk PEMEGANG REKENING dan segals utang PEMEGANG REKENING
yang timbul karena perjanjian kredit ini berikut segala kewajiban PEMEGANG REKENING termasuk bungs, denda
bungs dan denda pelampauan tarik, baik yang telah ada pads saat berakhirnya jangka waktu kredit in] maupun yang
maih akan diperhitungksn sampal dengan saat dilunasinys seluruh baki debet oleh PEMEGANG REKENING, dapat
ditaglh seluruhnya dan dengan seketika oleh BANK.

3. Apeblla setalsh berakhimya perjanjlan kredit inl karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan BANK,
PEMEGANG REKENING tidak menyelesaikan kreditnys sebagaimana tersebut pada ayat | pasal ini, BANK berhak
mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun dan dengan cars apapun yang dianggap baik ateu diharuskan oleh
ketentuan PANK dan atau Bank Indonesis dan stau ketemtusn Undang-Undang/Pemerintah yang berlaky, ==

Pusel 9
Beslakunya kotestuas Bank

Beg hubungan antars BANK dan PEMBGANG REKENING berlaku puls SYARATSYARAT UMUM UNTUK PEMEGANG
REKBNING BANK DAGANG NEGARA, SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN KREDIT dan ketentuan-ketentuan lain
ymg ditstapken oleh BANK. :
Hal-hal yaog belum diatur dalam perjanjlan kredit inl akan ditetapkankemudian dan merupakan baglan yang tidsk tsrpisahkan
dadi perjanilan kredit ini. :

Pasal 10
Domlsill

Moeageaai perjanjisn kredit ini beserta segals akibat yang timbul daripadanya, kedua belah pihak memilih domislli yang umum
dan totap di Kantor Punitera Pengadilan Negeri di

19

PEMEGANG REKENING BANK DAGANG NEGARA

Yang bertands tangan di bawah ind © ~—— o —

dalam hal inl bestindak scbagai -
dad
dga.n ini menystakan persetujuannys ates perjanjlan kredit termaksud di atss dan terlebih dahulu memberi ijin dan

"ponestujuan siss ssmua disposisi, perintah untuk membayar dan sebagainys yang akan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang
Sorwemang dari :
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e e —

KUASA UNTUR MBEDASANG NIPOTIK.
[fomoxr

- Pada hari ini, , tanpgal ( ™)

menghadap pada eayn, —
liotoris di Suraboye, dengan dihadiri oleh folwiwe
oaksl yong akan disebut pada Akhir akte inl e

dan dikennl oleh enye, Notaris,

- Tunn y dngang, bortompatmes
tinggnl ai Jalan

- Tenghadap naya, llgtarin, konal, ,

- lenghndap tetap dalam kodudukannya terpebut maee
xxex‘mlg,‘knn' gunn men;]sim.ln tortid penbavaran lunaSes
hutang penghadap tuan “toroe=
but- selanjutnya disebut YANG BLINUTANG kapadameeee
PALK DAGANG INEGARA, borkedudukan di Jakarta (die——
dalam hal ini molalui kantor Cabangnya di jalofess

Lombang Jopun Surabeya) nolanjutnga dinebut DANK,-
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boilk BErupd HUEALE Hokok ) “bunga, proviei 4an we=
ongkos=ongkos lalnnym yang 1imbul dari dan atave
bordesarkan Yerjanjlen Kredit (F.K,) hutang berd
kut perpanjongan, perubohrn, pembnyaran dan tame
bnhan hutongnya ateu perjanjion porjanjinnnw-—-
lainnyn yang nejeonie yanpg dibuat mxtm‘a:Yl’UlG PR
HUTANLC dengan PANK dengan kotontuan ketontuan——--
dan synrat-acyarvat :;'zuxﬁ bexrlnlu bair,i-_ don lagim—
Aipergunndian oleh DALK torscbut, denLa.n $ni mom~
berd kunoa kepada : DAiX DAGANC NEGARA Cabange—
Surnboye denpon hok Subotituoi- kusoa mena tidak
dapat dltaril Lemball dan tidok aken berakhireee
knrona nobab-ocbab yong tercantum dalem rapal~—
101) hitﬁp Undang=-Undang liukum Ierdata Indonesia.
- ~TLELRIGTINEKEWA

« Untuk memapang Ilipotik i'ertama, Kedua, hotipos

dan setoruonya sanpal swuiu jumlah yang akan e

ditotapknn ocondizry oloh DANK 5tan '
"Sebldong Tanah flak Liililk nemor ~ -, lotalknya—
di : s

Labupaten 1
| Locamatan ' 3
Lesa s
Liuraikan dnlom Combar Uttuani nomor, tang.
tal

luwsnya
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- patu dan lein berikut oegala scouatu yong pado Bagt———
ini ade atou pantinga dikemudian heri dibdangun/ditanamne-
alou terdopat diatos tanali toroobLut yang mgpurut Difate

dan poruntukkannyn ataupun menurut kotontuan undangeee—

undeang depat dianggnp sobagol barang-bareng tidelc

bergorak, Sortipilat mana untuk keperluan ini $elalieeeees

diporiihathkan kepnda snya, ilotario", A
dongan oyorat-ayarat dan porjanjion-perjanjian yang lazime

dipergunakan untuk memosnng lipotlk,

20 tamews
porjanjian perjenjian yang dikchondaki oleh BANK,

KLDUA.

«~ Untuk koporluan satu dan lain hal torsebut diatan, meng-
hadap padn yang beirvo.ang tormasuk nkan totapi tidak teres

batns pada jloterlo atou Fonjabat Pembuat Akte Tonnh, MmOy~

beri atou winta kotorangan~kotoranguan,monanda tangenl e

akto altte dan surat-~curat luin,' memilih tompat keduduknne
don mongenai hal ltu melakukan pogala apapun Juga yang-—es
diperlulan tidak ada yeng dikoounlikan, cohubungan dongans

penasangon llii:otlk torsobut dengan ketontuan kdtenttmn-—-—

dan oyarat~nyarat yang dinakaud dlatfm.

- Dilonans YANG DELNUTAGG tidok momenuhi kewajlbannygee
scperti ditentulkan dalem perjanjian krodit (PK) hutangre—
bonertn perpanjangon, perubahan, pembaharuan dan tanbahan.
hutengnya, hal ini lewatnya valttu cojn teleh membori buktd
yang cuhup, boahva YAILG BERIUTALU mololnikan kevinjibail se—

hovwadibamngn, oleh horenn itu ponghadep (Pemberl kKuesn)e—

dengon ind berjonii dan olch karena itu mongikat diri w—-—

RR. INDRAJEKTI PUSPITA WAROHANI
EKSISTENSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK
DI LINGKUNGAN PERBANKAN



Skripsi

~ Apll akte inl teloh ditande tangani'neoukuﬁn:s.
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untuk menyerahken tannb berikut pegola seountu yang berada
digtaonya toreebut dalam keadamn kosung (tidak ada pengee
huninya) kopada BANK,

- Taneh yoeng dilkat dengan akte ini berikut segala sesuatu
yang berada diatasnya terascbut, dengan tidak mendapat =——
igin dari BANK tidak akan disowalan ateu a1 jual kepalneeme

oiapqpun.

- Jomua biaya'yang timbul berdqsarkan perjanjian ini je—ew=

pepsnuhnya menjedi beban penghadan/YAuq DERHUTALIC,
meeewe DARI AT'A YANG TERSEBUT DIATAS — -

dibuatlah ekte ini dan diresmikan di Surabaya, peda

hari den: tanggel tersobut pada pormulann akte inl Alha ew=

dapon

pogaral Notaris, bortempat tinggal 4i Burabeya,
pebagnl oolsi-saknl.

- Sotelah akte ini maya, Notaris, baceksn kepada penghadap
dan oaksl-paksi, mekn pekotika itu Juca lnntab ditandamee—

tangani oleh ponghndap, vakei-pnksi torsebut den Baya e

Hotarin,.

- Dibuat dengan timda coretan dengan cantian, tambahaneees

maupun cordtan, —

~o DIRELUARKAlLI SEDAGAL TURUNANqee
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